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Ringkasan Eksekutif 

Sejak tahun 2016, Pemerintah telah mengeluarkan Program Perhutanan 

Sosial yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (Permen LHK) Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan 

Sosial. Dalam Peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa Perhutanan 

Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan yang menargetkan keterlibatan 

masyarakat sekitar hutan dan masyarakat adat untuk terlibat dalam akses 

dan pengelolaan hutan. 

Namun, dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, memperlihatkan 

bahwa Program Perhutanan Sosial masih belum selaras dengan 

Instruksi Presiden Nomor 9 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam 

Pembangunan Nasional. Untuk itulah, Permen LHK Nomor 83 Tahun 

2016 direvisi menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (Permen LHK) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan 

Sosial. Melalui peraturan tersebut, terdapat beberapa pasal yang lebih 

mengedepankan aspek kesetaraan gender. 

Dengan adanya Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016, The Indonesian 

Institute, Center for Public Policy Research (TII), bekerja sama dengan 

Yayasan Almisbat melakukan penelitian yang bertujuan untuk melihat 

implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan partisipasi 

perempuan dalam Program Perhutanan Sosial. Penelitian ini mengambil 

lokasi penelitian di Kabupaten Garut, Jawa Barat Indonesia. Penelitian 

ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Skema Hibah Alumni 

(Alumni Grant Scheme), yang diadministrasikan oleh Australia Awards in 

Indonesia. 
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Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini 

memperlihatkan beberapa temuan penelitian. Pertama, Program 

Perhutanan Sosial dinilai memiliki esensi yang baik, khususnya bagi 

perempuan. Program Perhutanan Sosial memberikan kepastian hukum 

bagi para petani hutan yang berdampak pada peningkatan ekonomi, 

baik bagi petani laki-laki maupun perempuan. 

Kedua, meski memiliki esensi yang baik, Program Perhutanan Sosial 

masih memiliki sejumlah tantangan dalam proses implementasi, seperti 

permasalahan komunikasi, kolaborasi multipihak, sosialisasi, perijinan, 

terbatasnya sumber daya, belum adanya kesamaan pemahaman dan 

pandangan mengenai tujuan dan pelaksanaan Program Perhutanan 

Sosial, serta adanya tantangan dalam prosedur pengajuan Surat 

Keputusan (SK) Perhutanan Sosial oleh Kelompok Tani Hutan (KTH). 

Ketiga, walaupun Permen LHK Nomor  83 Tahun 2016 sudah 

memberikan perhatian khusus pada keterlibatan perempuan dalam 

Program Perhutanan Sosial, namun partisipasi perempuan dalam 

Program Perhutanan Sosial masih belum maksimal dan menemui 

sejumlah tantangan. Belum terlibatnya perempuan secara aktif  dalam 

Program Perhutanan Sosial dapat dilihat dari peran perempuan dalam 

pengelolaan hutan serta keterlibatan perempuan dalam KTH. 

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa 

rekomendasi terkait aspek implementasi kebijakan. Pertama, mendorong 

KLHK untuk meningkatkan intensitas koordinasi dan komunikasi, 

sinergi untuk kolaborasi dan kerja sama di antara pemangku kebijakan 

Program Perhutanan Sosial di tingkat pusat dan daerah. Kedua, KLHK 

sebagai leading sector perlu untuk membangun ekosistem lingkungan dan 

bisnis yang kondusif  dan inklusif, serta berkelanjutan dari hulu ke hilir 

dengan meningkatkan kolaborasi multi pihak. Ketiga, KLHK perlu untuk 

menyederhanakan birokrasi dalam pemberian SK Perhutanan Sosial, 

terutama dengan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan 

inklusi, serta kemudahan izin dan berusaha yang secara makro akan turut 
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mendorong keberlanjutan kegiatan terkait dengan KTH dan Perhutanan 

Sosial. Keempat, mendorong inisiatif  dari para pemangku kebijakan 

untuk proaktif  dalam pelaksanaan Program Perhutanan Sosial dalam 

pengelolaan usaha berbasis sumber daya hutan dalam wadah Koperasi, 

BUMDes, atau unit usaha lainnya.   

Pada aspek partisipasi perempuan dalam Program Perhutanan Sosial, 

terdapat beberapa rekomendasi. Pertama, mendorong KTH melibatkan 

perempuan secara lebih bermakna dalam forum-forum maupun kegiatan 

kelompok. Selain itu, KTH  perlu memberikan kesempatan bagi perempuan 

menjadi pemimpin dan pengurus kelompok. Kedua, mendorong adanya 

perspektif  gender pada pendamping, pengurus dan anggota KTH, para 

petani hutan, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota), serta 

Kementerian/ Lembaga terkait lainnya. Ketiga, mendorong Dinas 

Kehutanan Provinsi Jawa Barat serta Cabang Dinas Kehutanan (CDK) 

Wilayah V Kabupaten Garut untuk membuat KTH khusus perempuan. 

Selain itu, penting bagi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat ataupun 

CDK untuk ikut mendorong kepemimpinan perempuan dalam KTH. 

Kelima, mendorong pemerintah dan pihak terkait lainnya terlibat 

aktif  dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, akses permodalan, 

produktivitas hasil hutan, dan kapasitas petani hutan, terlebih terhadap 

petani perempuan hutan. 



vi

Daftar Isi

A. 	Pendahuluan ................................................................................................... 	 1

B. 	Pertanyaan Penelitian................................................................................... 	 4

C. 	Tujuan Penelitian........................................................................................... 	 5

D. 	Signifikansi Penelitian.................................................................................. 	 5

E. 	Kajian Pustaka................................................................................................ 	 6

F. 	 Kerangka Teori .............................................................................................. 	 9

F.1.	Teori Partisipasi Pengelolaan Hutan.............................................. 	 9

F.2. 	Teori Implementasi Kebijakan ........................................................ 	 10

G. 	Kerangka Penelitian...................................................................................... 	 12

H. 	Metode Penelitian.......................................................................................... 	 13

H.1.	Metode Pengumpulan Data.............................................................. 	 14

I.  	Temuan dan Pembahasan........................................................................... 	 18

I. 1.	Implementasi Program Perhutanan Sosial di Kabupaten 
Garut, Provinsi Jawa Barat .............................................................. 	 18

I.2.	 Keterlibatan Perempuan dalam Program Perhutanan Sosial 
di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat .................................. 	 27

I.3.	 Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan Hutan dan 
Kelompok Tani Hutan Pada Program Perhutanan Sosial di 
Kabupaten Garut, Jawa Barat. ........................................................ 	 32

J.  	Penutup.............................................................................................................. 	 42

J.1. 	Kesimpulan ............................................................................................ 	 43

J.2.	 Rekomendasi.......................................................................................... 	 44

Referensi.................................................................................................................. 	 47

Profil The Indonesian Institute........................................................................ 	 51

Profil Penulis ......................................................................................................... 	 58



vii

Daftar Tabel

Tabel 1. 	 Tingkat Partisipasi dalam Pengelolaan Hutan....................... 	 9

Tabel 2. 	 Daftar Informan................................................................................ 	 16

Tabel 3. 	 Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan Hutan  
di KTH dan LMDH........................................................................ 	 42

Daftar Grafik

Grafik 1. 	Kerangka Penelitian ....................................................................... 	 12

Grafik 2. 	Proses Pengelolaan Hutan............................................................. 	 33

Grafik 3. 	Perbandingan Upah Buruh Tani Hutan Laki-Laki dan 
Perempuan di Tiga Kelompok/Organisasi yang Diteliti  
di Kabupaten Garut......................................................................... 	 35



viii

Daftar Singkatan

Almisbat	 : Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia Hebat

CDK	 : Cabang Dinas Kehutanan 

GAD	 : Gender and Development 
IAD 	 : Integrated Areal Development
Kadis PMD	 : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Kemendagri	 : Kementerian Dalam Negeri 

Kemenkop UKM	: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah

KLHK	 : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

KUR 	 : Kredit Usaha Rakyat 

KTH 	 : Kelompok Tani Hutan  

KTP-El	 : Kartu Tanda Penduduk Elektronik 

LMDH	 : Lembaha Masyarakat Desa Hutan 

PHBM	 : Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat 

Permen LHK	 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Pokja PPS	 : Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial 

PPPA	 : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

PUG	 : Pengarusutamaan Gender 

PUPS	 : Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial 

SK	 : Surat Keputusan 

SDM	 : Sumber Daya Manusia 

TII	 : The Indonesian Institute, Center for Public Policy 
Research

TP3PS	 : Tim Penggerak Percepatan Persetujuan Perhutanan 
Sosial 

WID 	 : Women in Development   



1

Makalah Penelitian

Partisipasi Perempuan  
dalam Program Perhutanan Sosial  

di Kabupaten Garut,  
Provinsi Jawa Barat, Indonesia
Kegiatan ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui  

Skema Hibah Alumni (Alumni Grant Scheme),  
yang diadministrasikan oleh Australia Awards in Indonesia 

A. Pendahuluan 

Partisipasi perempuan merupakan salah satu variabel penting dalam 

proses pembangunan. Untuk itu, muncul istilah Women in Development 

(WID) di era tahun 1970 yang diperkenalkan oleh Ester Boserup melalui 

karyanya yang berjudul “Women’s Role in Economics Development”. 

WID menganalisis dampak yang ditimbulkan dari perubahan masyarakat 

tradisional menjadi masyarakat modern pada laki-laki dan perempuan. 

Fokus WID adalah mengurangi kerugian perempuan dalam sektor 

produktif  dan diskriminasi melalui pelibatan perempuan dalam kegiatan 

produksi (Probosiwi, 2015).

Kini, kata women mulai berubah menjadi gender, dan menjadi Gender and 

Development (GAD). Pendekatan ini lebih mengedepankan bagaimana 

cara untuk pemberdayaan perempuan dan melihat bahwa perempuan 

merupakan objek dari sebuah perubahan dan pembangunan, bukan 

sebagai objek yang pasif. Untuk itu, permasalahan utama yang dilihat oleh 

GAD adalah relasi sosial yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan 

(Probosiwi, 2015). 
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Perspektif  gender dalam proses pembangunan mulai diterapkan di 

Indonesia sejak tahun 2000. Pada saat itu, untuk merespons ketimpangan 

gender, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 tentang 

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Instruksi 

Presiden ini mewajibkan kelembagaan dan kementerian serta pemerintah 

provinsi, pemerintah kabupaten, dan kota melaksanakan strategi 

pengarusutamaan gender (PUG). Tujuan dari adanya PUG sebagai 

strategi pembangunan untuk menjawab kesenjangan akses, partisipasi, 

kontrol, dan manfaat pembangunan antara perempuan dan laki-laki. 

PUG merupakan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan 

gender melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang memperhatikan 

pengalaman, aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan laki-laki dan 

perempuan dalam proses pemantauan dan evaluasi dari seluruh aspek 

kehidupan dan pembangunan. Strategi PUG dilakukan melalui berbagai 

program kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan 

dan kesadaran, serta partisipasi perempuan dalam politik, pengambilan 

keputusan, dan kepemimpinan (Hartono & Khalwani, 2022). 

Saat ini, PUG telah diterapkan di setiap kebijakan yang ada, termasuk 

dalam aspek pengelolaan hutan. Hal ini tercermin adalah Peraturan Menteri 

Kehutanan (Permenhut) Nomor 65 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa 

instansi pemerintah baik pusat maupun daerah sudah seharusnya dengan 

sengaja dan terencana, mengimplementasikan perencanaan, pelaksanaan, 

monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif 

gender, yaitu memastikan laki-laki dan perempuan mempunyai peran, 

mendapatkan akses, manfaat, dan melakukan kontrol yang adil dalam 

pembangunan kehutanan. 

Terkait pengelolaan hutan, pemerintah juga telah mengeluarkan Program 

Perhutanan Sosial, yaitu suatu sistem pengelolaan hutan yang berbasis 

pada kemandirian dan keterlibatan masyarakat setempat. Mengacu pada 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 

2016 tentang Perhutanan Sosial, dijelaskan bahwa Perhutanan Sosial 
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merupakan sistem pengelolaan hutan yang menargetkan keterlibatan 

masyarakat sekitar hutan dan masyarakat adat untuk terlibat dalam akses 

dan pengelolaan hutan. 

Meski demikian, jika dikaitkan antara Program Perhutanan Sosial dengan 

PUG, penelitian dari Desmiwati (2016) menunjukkan bahwa PUG dalam 

Program Perhutanan Sosial belum terwujud meskipun telah ada aturan 

dan panduan untuk merumuskan evaluasi program responsif  gender, data 

terpilah, struktur kelompok kerja dan pelatihan. Faktor yang menyebabkan 

PUG belum berjalan secara efektif  adalah karena pemahaman terhadap 

konsep PUG yang tidak memadai, kebuntuan kelompok kerja untuk 

memobilisasi dan mengelola pengetahuan atas PUG ke dalam jaringan 

yang efektif, serta tidak tersedianya data terpilah dan sistem monitoring 

dan evaluasi sebagai basis untuk melihat ketidakadilan gender di sektor 

kehutanan. 

Guna mendorong efektivitas PUG serta meningkatkan partisipasi 

perempuan dalam Program Perhutanan Sosial, maka pemerintah 

mengeluarkan peraturan terbaru terkait Perhutanan Sosial, yaitu Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang 

Perhutanan Sosial. Melalui peraturan tersebut, terdapat beberapa pasal 

yang lebih mengedepankan aspek kesetaraan gender. Misalnya melalui 

Pasal 107 ayat 3 dijelaskan bahwa penyusunan rencana Perhutanan Sosial 

disusun dengan memperhatikan kearifan lokal, potensi hutan, peluang 

pasar dan aspek pengarusutamaan gender, serta mempertimbangkan 

rencana pengelolaan hutan jangka panjang. Selain itu, pada Pasal 189 ayat 

1 dan 3, dijelaskan bahwa evaluasi pada kegiatan pengelolaan Perhutanan 

Sosial harus meliputi aspek sosial, di mana kesetaraan gender masuk di 

dalamnya.

Berdasarkan data dan fakta di atas, The Indonesian Institute, Center for 

Public Policy Research (TII) tertarik untuk melakukan penelitian yang 

bertujuan untuk melihat implementasi PUG dan partisipasi perempuan 

dalam Program Perhutanan Sosial, khususnya terkait dengan organisasi 
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tani Perhutanan Sosial. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di 

Kabupaten Garut, Jawa Barat Indonesia. Terdapat beberapa hal yang 

mendasari pemilihan Kabupaten Garut sebagai lokasi penelitian. Pertama, 

Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah kabupaten di Jawa Barat 

yang memiliki areal hutan yang cukup luas dalam Program Perhutanan 

Sosial. 

Kedua, Kabupaten Garut merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan 

yang masih tinggi di Provinsi Jawa Barat. Ketiga, mayoritas masyarakat 

yang tinggal di Kabupaten Garut menggantungkan hidupnya dari sektor 

pertanian dan perkebunan. Hal ini dikarenakan letak geografis Kabupaten 

Garut yang berbukit dan pegunungan. Keempat, Kabupaten Garut 

akan didorong menjadi Integrated Areal Development (IAD) berbasis 

Perhutanan Sosial. Kelima, TII bekerja sama dengan Almisbat, di mana 

Almisbat telah mendampingi beberapa kelompok tani hutan (KTH) di 

Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.  

B. Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini akan menjawab empat pertanyaan, yaitu: 

1.	 Bagaimana partisipasi perempuan dalam Program Perhutanan Sosial 

di Kabupaten Garut? 

2.	 Apa saja faktor yang mendukung maupun yang menghambat 

partisipasi perempuan dalam kelompok tani hutan pada Program 

Perhutanan Sosial di Kabupaten Garut? 

3.	 Mengapa penting bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam 

kelompok tani hutan pada Program Perhutanan Sosial? 

4.	 Apa rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan partisipasi 

perempuan serta PUG dalam Program Perhutanan Sosial, khususnya 

dalam kepengurusan di kelompok tani hutan di Kabupaten Garut? 
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana perempuan 

berpartisipasi dalam Program Perhutanan Sosial, khususnya dalam 

kepengurusan di kelompok tani hutan (KTH) Perhutanan Sosial di 

Kabupaten Garut, Jawa Barat. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi 

persoalan partisipasi perempuan pada Program Perhutanan Sosial. 

Dengan melihat hambatan dan tantangan yang dihadapi perempuan, 

maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang 

mendorong terciptanya ekosistem yang mendukung untuk peningkatan 

partisipasi aktif  perempuan dalam Program Perhutanan Sosial, terutama 

terkait dengan kepengurusan dalam KTH pada Program Perhutanan 

Sosial. 

Sebagai sebuah lembaga kebijakan publik, TII juga menganalisis hal ini 

dari aspek kebijakan yang ada terkait Perhutanan Sosial dan dikaitkan 

dengan PUG. Dengan begitu, penelitian ini juga menganalisis tentang 

implementasi PUG dalam Program Perhutanan Sosial dan memberikan 

rekomendasi kebijakan guna meningkatkan efektivitas PUG dalam 

Program Perhutanan Sosial, sehingga Program Perhutanan Sosial dapat 

lebih inklusif  dan terbuka, terutama dalam konteks kelompok tani hutan 

pada Program Perhutanan Sosial. 

D. Signifikansi Penelitian

Menurut Union for Conservation of  Nature (IUCN), perempuan 

merupakan aktor penting dalam penggunaan dan pengelolaan sumber 

daya alam, khususnya bidang pertanian dan perhutanan. Berdasarkan data 

IUCN tahun 2021, sebanyak 43 persen perempuan di negara berkembang 

terlibat dalam kegiatan pertanian dan menggantungkan hidupnya melalui 

hutan. Data yang sama juga memperkirakan bahwa ketika perempuan 

berpartisipasi dan memiliki akses terhadap sumber daya produktif 

seperti laki-laki, maka perempuan dapat memberikan kontribusi dalam 
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peningkatan hasil pertanian di negara berkembang sebesar 2,5 persen 

hingga 4 persen. Lebih lanjut, keterlibatan perempuan dalam proses 

produksi di bidang pertanian maupun kehutanan juga berimplikasi pada 

penurunan angka kelaparan dunia sebesar 12 hingga 17 persen (Gina, 

2022).

Banyaknya perempuan yang menggantungkan hidupnya pada akses 

dan pengelolaan hutan juga terjadi di Indonesia. Para perempuan 

mengumpulkan hasil hutan untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk 

diolah kembali dan dijual (Gina, 2022). Melihat pentingnya keterlibatan 

perempuan dalam pengelolaan hutan, serta banyaknya perempuan yang 

menggantungkan hidupnya pada pengelolaan hutan, maka hal tersebut 

menjadi landasan penelitian ini dilakukan. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

kajian akademis maupun rekomendasi kebijakan yang praktis tentang 

partisipasi perempuan dalam Program Perhutanan Sosial, khususnya 

dalam konteks Indonesia, dan dalam hal ini, di KTH pada Program 

Perhutanan Sosial di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini dibangun berdasarkan penelitian-penelitian yang 

telah ada sebelumnya. Terkait dengan pengelolaan hutan berbasis 

masyarakat, terdapat penelitian dari Erlan Firmansyah (2013) dengan 

judul “Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) di Kawasan 

Hutan Lindung Desa Mandalamekar Kecamatan Jatiwaras Kabupaten 

Tasikmalaya”. Hasil dari penelitian dari Firmansyah (2013) menjelaskan 

bahwa Kelembagaan Mitra Alam Munggaran yang didirikan sebagai 

wadah untuk menampung aspirasi masyarakat yang peduli akan kelestarian 

hutan dan mengelola hutan memberikan peluang pada masyarakat Desa 

Mandalamekar untuk bisa memanfaatkan lahan garapan untuk dijadikan 

sumber mata pencaharian. Keuntungan yang diperoleh masyarakat Desa 

Mandalamekar dalam pengelolaan hutan, adanya kerja sama masyarakat 

D. Signifikansi Penelitian
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dengan kelembagaan hutan dan pemerintah yang memberikan keuntungan 

bagi hasil dari mengelola lahan garapan.  

Terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, terdapat penelitian 

dari Nala Sari Tanjung, Dwi Sadono, Cahyono Tri Wibowo (2017) dengan 

judul “Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Nagari 

di Sumatera Barat”. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa anggota 

masyarakat pengelola di Hutan Nagari, wilayah Sungai Buluh cukup 

berpartisipasi dalam pengelolaan Hutan Nagari, sedangkan di Hutan 

Nagari wilayah Paru kurang berpartisipasi. Kurangnya keikutsertaan 

anggota masyarakat dalam pengelolaan Hutan Nagari terjadi karena 

anggota masyarakat kurang dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan, 

yang terdiri atas kegiatan perencanaan, penetapan batas areal kerja, dan 

monitoring dan evaluasi. Hal ini harus diminimalisir dengan melibatkan 

seluruh anggota masyarakat pengelola dalam setiap aktivitas pengelolaan, 

serta memberikan kepercayaan kepada anggota untuk dapat merefleksikan 

aksinya pada tindakan kolektif  melalui pelaksanaan kegiatan bersama.  

Terkait kesetaraan gender dalam pengelolaan hutan, terdapat penelitian 

dari Situmorang (2015) dengan judul “Isu-Isu Gender dalam Pengelolaan 

Hutan dan Lahan: Studi Kasus Peran Isu-Isu Gender Pada Masyarakat 

Batak di Sub Das Arun Kabupaten Samosir”, dijelaskan bahwa 

perempuan Batak khususnya yang berada di pedesaan masih mengalami 

ketidaksetaraan gender yang ditandai dengan terjadinya subordinasi, 

stereotip negatif, beban kerja yang berlebih, dan marjinaliasi. Penyebab 

ketidaksetaraan gender tersebut oleh Situmorang dikelompokkan ke 

dalam beberapa aspek, yang diantaranya adalah budaya, pengelolaan 

lahan, ekonomi, serta keterlibatan dalam proses pembangunan. 

Penelitian yang mengaitkan antara perempuan dan Perhutanan Sosial juga 

telah dilakukan oleh Sukma Taroniarta & Nurul Huda Yahya (2022) dengan 

judul “Perempuan Pejuang Sutra di Kabupaten Wajo: Aktor Tunggal 

dan Tantangan Akses Program Perhutanan Sosial”. Penelitian tersebut 

memperlihatkan bahwa Perhutanan Sosial melalui skema peningkatan 
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usaha hasil hutan bukan kayu di lahan rakyat memberikan peluang dan 

akses pengelolaan kepada para pegiat sutra yang kini didominasi oleh 

para perempuan. Secara sosial budaya, peran perempuan dalam industri 

sutra telah lama ada dan semakin kuat akibat terjadinya diversifikasi mata 

pencaharian. Meski demikian, penelitian dari Taroniarta & Yahya (2022) 

juga memperlihatkan bahwa tekanan ekonomi menjadi faktor terjadinya 

pergeseran-peralihan peran dalam usaha sutra, serta beberapa kendala 

yang mengancam keberlanjutan usaha sutra yang telah bertahan selama 

ratusan tahun.

Terkait partisipasi perempuan dalam Program Perhutanan Sosial, terdapat 

penelitian dari Abby Gina Boang Manalu, Nur Iman Subono & Retno 

Daru Dewi G.S. Putri (2022), dengan judul “Partisipasi Perempuan dalam 

Perhutanan Sosial: Studi Kasus di Lima Provinsi”. Secara umum, hasil 

dari penelitian tersebut menunjukkan bagaimana hambatan kultural 

keterlibatan perempuan berdampak terhadap bentuk dan praktik baik dari 

partisipasi perempuan. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah diuraikan, The Indonesian 

Institute, Center for Public Policy Research (TII) tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Mendorong Partisipasi Perempuan dalam 

Program Perhutanan Sosial”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat 

partisipasi perempuan dalam pengelolaan hutan di Kabupaten Garut, 

mengidentifikasi persoalan yang dihadapi perempuan dalam pengelolaan 

hutan pada Program Perhutanan Sosial, terutama partisipasi perempuan 

dalam kepengurusan di kelompok tani hutan (KTH), dan melihat sejauh 

mana PUG diimplementasikan dalam Program Perhutanan Sosial. 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat mendorong agar perempuan 

dapat lebih berpartisipasi secara aktif  dalam Program Perhutanan Sosial, 

serta memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan agar dapat 

meningkatkan efektivitas PUG dalam Program Perhutanan Sosial, 

sehingga Program Perhutanan Sosial dapat lebih inklusif  dan terbuka. 
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F.    Kerangka Teori 

F.1.	 Teori Partisipasi Pengelolaan Hutan

Untuk melihat bagaimana partisipasi perempuan dalam pengelolaan 

hutan, maka teori tipologi partisipasi Agarwal (2001) yang mengacu 

pada penelitiannya yang ekstensif  tentang pengelolaan hutan berbasis 

masyarakat dapat digunakan. Agarwal menjabarkan partisipasi sebagai 

sebuah spektrum, mulai dari hanya menjadi anggota kelompok, tanpa 

terlibat dalam apapun, sampai partisipasi paling aktif  di mana anggota 

menyampaikan pandangannya dan turut mempengaruhi pengambilan 

keputusan. Perbedaan tingkat partisipasi individu atau kelompok 

ditentukan oleh aturan, norma, persepsi, serta keunggulan dan atribut 

pihak tersebut (Agarwal, 2001).

Tabel 1. Tingkat Partisipasi dalam Pengelolaan Hutan

Tingkat Partisipasi Karakteristik Partisipasi

Partisipasi nominal Keanggotaan dalam kelompok
Partisipasi pasif Anggota mengetahui hasil keputusan setelah 

keputusan diambil (ex post facto); atau menghadiri 
pertemuan dan mendengarkan pengambilan 
keputusan, tetapi tidak menyuarakan pendapatnya. 

Partisipasi konsultatif Diminta untuk memberikan pendapat terkait hal-
hal tertentu tanpa jaminan bahwa mereka dapat 
mempengaruhi keputusan

Partisipasi dalam 
kegiatan tertentu

Diminta untuk (atau secara sukarela) melakukan 
tugas tertentu

Partisipasi aktif Menyampaikan pendapat, baik diminta atau tidak 
diminta, atau mengambil inisiatif lainnya

Partisipasi interaktif 
(pemberdayaan)

Memiliki suara dan pengaruh dalam pengambilan 
keputusan kelompok; memegang jabatan/wewenang

Sumber: Agarwal, 2001. 
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Untuk mengkaji dinamika partisipasi, Agarwal (2001) menjelaskan 

mengenai enam faktor yang dapat membentuk partisipasi. Faktor-faktor 

penentu partisipasi perempuan dalam pengelolaan hutan adalah aturan 

keanggotaan yang menentukan keanggotaan dalam kelompok pengelola 

hutan; norma sosial tentang partisipasi; persepsi sosial tentang kemampuan 

perempuan berkontribusi dalam pengelolaan hutan; klaim dan kontrol 

laki-laki yang sudah mengakar atas struktur masyarakat; keunggulan dan 

atribut pribadi, serta keunggulan dan atribut rumah tangga.

F.2. 	Teori Implementasi Kebijakan 

Dalam penelitian awal ini, selain melihat dari sisi partisipasi, TII juga 

menganalisis partisipasi perempuan dalam Program Perhutanan Sosial 

dengan mengaitkannya dengan implementasi kebijakan terkait dengan 

Program Perhutanan Sosial, terutama dalam konteks pengarusutamaan 

gender dan partisipasi masyarakat, khususnya perempuan dalam 

pengelolaan Perhutanan Sosial. 

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam 

seluruh proses kebijakan karena kebijakan publik yang telah dibuat akan 

bermanfaat bila diimplementasikan. Suatu program kebijakan harus 

diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. 

Implementasi dipandang sebagai proses interaksi antara suatu perangkat 

tujuan dan tindakan yang mampu untuk mencapai tujuan kebijakan. 

Dalam implementasi kebijakan, aktor, organisasi, prosedur, dan teknik 

dipakai secara bersama dan simultan.

Menurut George C. Edward (1980), implementasi kebijakan dipengaruhi 

oleh empat variabel. Pertama, yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan 

faktor yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan 

penyampaian informasi, ide, keterlampilan, peraturan, dan lain-lain, 

dengan menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak 

menerimanya. Implementasi kebijakan akan berjalan secara efektif  bila 
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mereka yang melaksanakan keputusan mengetahui apa yang harus mereka 

lakukan. Komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti 

dengan cermat oleh pelaksana. Agar kebijakan dapat diimplementasikan 

sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya 

dipahami melainkan juga petunjuk itu harus jelas. 

Kedua, sumber daya. Perintah-perintah implementasi mungkin 

diteruskan dengan cermat, jelas dan konsisten, namun jika para pelaksana 

kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melakukan kebijakan, 

maka implementasi cenderung tidak berjalan. Oleh karena itu, sumber-

sumber yang penting meliputi: kecukupan atau kualifikasi, kewenangan, 

informasi, serta sarana dan prasarana. 

Ketiga, disposisi dan sikap. Sikap di sini adalah sikap para pelaksana yang 

mendukung pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Sikap 

para pelaksana kebijakan merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi 

dalam implementasi kebijakan. Jika para pelaksana bersikap baik 

terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini berarti adanya dukungan, 

kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang 

diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Dan sebaliknya, bila 

tingkah laku atau perspektif  para pelaksana berbeda dengan pembuat 

keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi lebih sulit.

Keempat, struktur birokrasi. Birokrasi merupakan salah satu unsur dalam 

implementasi kebijakan. Birokrasi baik secara sadar maupun tidak sadar 

memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif  dalam 

rangka memecahkan masalah sosial dalam kehidupan modern yang 

terkadang sengaja dibentuk untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.
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G. Kerangka Penelitian

Grafik 1. Kerangka Penelitian 

Dasar pemikiran dari penelitian awal ini berangkat dari argumentasi 

bahwa untuk melihat bagaimana partisipasi perempuan dalam Program 

Perhutanan Sosial, maka terdapat dua hal yang perlu dianalisis. Pertama, 

peraturan yang mendorong dan mendukung partisipasi perempuan dalam 

Perhutanan Sosial. Hal ini dapat dianalisis dengan teori implementasi 

kebijakan. Kedua, mengidentifikasi konteks, terutama terkait faktor-

faktor yang mendukung atau menghambat partisipasi perempuan dalam 

Perhutanan Sosial dengan menggunakan teori partisipasi perempuan 

dalam pengelolaan hutan.  

Untuk penelitian awal ini, dinamika dan keterkaitan kedua hal ini akan 

menjadi fokus penelitian TII dalam mengidentifikasi dan memahami 

konten kebijakan dan konteks implementasi kebijakan, serta faktor-

faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam kaitannya dengan upaya 
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mendorong partisipasi perempuan dalam Program Perhutanan Sosial di 

desa dan kelompok terpilih di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. 

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan ini merupakan sebuah proses induktif  yang membangun data 

menjadi sebuah model atau teori (Punch, 2005). Dalam proses ini, peneliti 

mengumpulkan data secara detail dari informan, selanjutnya temuan 

tersebut dikembangkan menjadi pola dan teori. Proses pengembangan 

temuan lapangan menjadi pola dan teori tersebut dibantu dengan 

pengalaman pribadi peneliti, atau dengan literatur terdahulu yang memiliki 

fokus penelitian yang sama (Creswell, 2014).

Dalam penelitian ini, pengumpulan data kualitatif  dilakukan dengan 

desk research, in-depth semi-structured interview, dan observasi. Desk research 

dilakukan dengan mencari literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. 

Beberapa sumber informasi yang digunakan adalah kebijakan (peraturan 

perundang-undangan), buku, jurnal, berita, dan laporan. Desk research 

dilakukan sebelum dan setelah proses pengambilan data di lapangan. 

Walaupun begitu, dalam proses pengambilan data di lapangan, peneliti 

menyerap informasi dari informan tanpa merasa bahwa peneliti telah 

memiliki pengetahuan lebih banyak dari informan mengenai Perhutanan 

Sosial. 

Selanjutnya, penelitian ini juga mengumpulkan data untuk memahami 

topik penelitian dalam konteks di daerah penelitian ini melalui in-depth 

semi-structured interviews. Dalam penelitian ini, in-depth semi-structured 

interviews dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan mulai dari 

anggota dan ketua kelompok tani hutan (KTH) yang berada di Desa 

Kramatwangi, Desa Sirnajaya, dan Desa Cisarua, Kabupaten Garut, serta 

perwakilan dari pemerintah pusat maupun daerah (kementerian/lembaga 

maupun dinas dan lainnya, yang terkait dengan kebijakan Perhutanan 

Sosial, baik itu yang berada di tingkat kabupaten maupun nasional. 
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Dalam memilih informan, peneliti juga akan mempertimbangkan aspek 

inklusivitas gender. 

Selain in-depth semi-structured interviews, observasi juga dilakukan di area 

Perhutanan Sosial, terutama terhadap KTH pada Program Perhutanan 

Sosial. Misalnya, terkait dengan proses pembuatan keputusan dan 

musyawarah di KTH pada Program Perhutanan Sosial di Desa 

Kramatwangi, Desa Sirnajaya, dan Desa Cisarua, Kabupaten Garut. 

Penelitian ini juga mengobservasi relasi antara anggota perempuan 

di KTH pada Program Perhutanan Sosial dengan pengurus, maupun 

di antara mereka sendiri, serta dengan pihak di luar organisasi, serta 

partisipasi mereka dalam kerja-kerja KTH pada Program Perhutanan 

Sosial di daerah penelitian.

H.1.	Metode Pengumpulan Data

H.1.1 Studi Dokumen

Studi dokumen (desk research) adalah nama lain dari secondary research 

(riset data sekunder) (Travis, 2016). Dalam proses penelitian, terdapat 

dua jenis proses pengambilan data, yakni pengambilan data secara primer 

(primary research) dan sekunder (secondary research). Pengambilan data 

secara primer maksudnya adalah peneliti melakukan pengumpulan data 

secara langsung di lapangan. Sementara, pengambilan data sekunder 

adalah peneliti melakukan mengambil data dari hasil penelitian orang lain 

melalui berbagai sumber seperti jurnal, artikel dalam media, dan lain-lain. 

Desk research dilakukan agar peneliti mengetahui perkembangan konteks 

isu/masalah penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas 

dari hasil temuan di lapangan. 

Dalam penelitian ini, desk research dilakukan dengan mencari dan 

memetakan berbagai referensi yang berkaitan dengan Perhutanan Sosial, 

terutama tentang partisipasi, khususnya partisipasi perempuan dalam 

Perhutanan Sosial dan KTH pada Program Perhutanan Sosial, dan 

implementasi kebijakan terkait dengan pengelolaan Perhutanan Sosial. 
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Temuan dari dari desk research selanjutnya digunakan untuk menjadi 

landasan dalam memahami konteks permasalahan yang ada di lapangan, 

juga untuk membangun pertanyaan penelitian yang relevan dan menjadi 

dasar dalam melakukan observasi yang sesuai dengan masalah penelitian 

dan menjawab pertanyaan dalam penelitian ini.

H.1.2. In-Depth Semi-Structured Interview

In-depth semi-structured interview berusaha memunculkan narasi yang 

mendalam. Untuk mencapainya, peneliti biasanya mengubah pertanyaan 

penelitian menjadi ajakan bagi informan untuk bercerita (Hollway & 

Jefferson, 1997). Proses wawancara ini biasanya dilakukan dengan 

melakukan percakapan dengan senatural mungkin.

Dalam in-depth semi-structured interview, panduan wawancara digunakan 

agar terkumpul data yang serupa antara satu informan dengan informan 

lainnya. Panduan wawancara juga menciptakan keteraturan, sebab peneliti 

mengacu pada satu set pertanyaan yang telah ditentukan (Bridges et al., 

2008). Walaupun begitu, proses wawancara biasanya dilakukan dengan 

fleksibel. Peneliti dan juga informan memiliki kebebasan untuk bertanya 

dan meminta klarifikasi lebih lanjut atas informasi yang telah diberikan. 

Peneliti juga memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi pertanyaan baru 

yang tidak dipertimbangkan kemunculannya (Berg, Corbetta, Griffee, dan 

Ryan et al., dalam Shamir et al., 2019). Selain itu, peneliti juga memiliki 

kebebasan untuk memvariasikan urutan pertanyaan, tergantung pada 

arah wawancara. Hal tersebut dilakukan untuk mengembangkan gaya 

percakapan dan membuat proses wawancara menjadi nyaman. Langkah 

tersebut boleh dilakukan selama proses wawancara masih berfokus pada 

data yang ingin digali. 

Sesuai dengan prinsip in-depth semi-structured interview, dalam penelitian 

ini, panduan wawancara juga digunakan untuk membantu agar peneliti 

fokus dan konsisten pada informasi yang ingin digali dalam proses 

wawancara. Namun, proses ini juga tidak membatasi peneliti dan informan 

untuk mengeksplorasi informasi yang belum diprediksi kemunculannya 
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sebelum proses wawancara dimulai. Peneliti mewawancarai berbagai 

pihak, mulai dari anggota dan pengurus kelompok tani Perhutanan 

Sosial, organisasi masyarakat sipil, akademisi, aktivis perempuan, serta 

dinas dan kementerian/lembaga terkait (28 Oktober 2022 - 6 Februari 

2023). Berikut daftar informan dalam penelitian ini.

Tabel 2. Daftar Informan

Afiliasi Jumlah 
Narasumber 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1
Kementerian Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak

1

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,  
dan Transmigrasi

1

Kementerian Pertanian 1
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1
Akademisi 1
Tim Penggerak Percepatan Persetujuan Perhutanan Sosial 1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut 1
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Garut 1
Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Garut 1
Dinas Pertanian Kabupaten Garut 1
Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Griya Bukit Jaya 1
Ketua KTH Kamojang Hejo 1
Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) 
Kramatjaya

1

Perempuan Anggota KTH Griya Bukit Jaya 1
Perempuan Anggota KTH Kamojang Hejo 1
Perempuan Anggota LMDH Kramatjaya 1
Forum Pendamping Mandiri Perhutanan Sosial Kabupaten 
Garut

1

Forum Pendamping Perhutanan Sosial Kabupaten Garut/ 
Pesantren Ekologi Ath-Thaariq

1

Yayasan Almisbat 1
Total 20
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H.1.3 Observasi

Observasi adalah salah satu metode penelitian paling penting dalam ilmu 

sosial (Ciesielska et al., 2018). Terdapat beberapa jenis observasi, seperti 

participant observation, non-participant observation, dan indirect observation. 

Dalam participant observation, peneliti mengamati suatu fenomena atau 

budaya dengan terlibat langsung dalam budaya tersebut dalam jangka 

waktu yang lama. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh pemahaman 

mendalam mengenai budaya atau kelompok tersebut, baik dari sisi anggota 

maupun bukan anggota suatu kelompok.

Berbeda dengan participant observation, dalam non-participant observation 

peneliti mengamati tanpa keterlibatan apa pun dalam interaksi dengan 

orang lain di lapangan. Jenis observasi ini mungkin tidak dapat sepenuhnya 

memberikan pemahaman mengenai realitas sosial yang ada. Namun, 

kembali lagi, bahwa penggunaan jenis observasi perlu disesuaikan dengan 

masalah dan konteks penelitian. Non-participant observation biasanya 

digunakan untuk mengamati beberapa peristiwa seperti unjuk rasa, 

konser, serta peristiwa di pusat perbelanjaan dan bandara. Sementara, 

dalam indirect observation, peneliti bergantung pada hasil pengamatan 

yang dilakukan oleh orang/peneliti lain. Biasanya pengamatan tersebut 

didokumentasikan dalam berbagai bentuk seperti rekaman, foto, dan lain 

sebagainya. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi secara langsung 

dengan kelompok tani hutan (KTH) di Kabupaten Garut (31 Oktober – 3 

November 2022). Dalam proses observasi peneliti juga melakukan interaksi 

sosial dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan Perhutanan 

Sosial, termasuk mitra lokal kami di daerah penelitian, Almisbat. Namun, 

karena adanya keterbatasan waktu dan akomodasi, proses observasi tidak 

dilakukan dalam waktu yang lama, yakni hanya sekitar empat hari. Untuk 

itu, peneliti juga melakukan persiapan di awal sebelum turun ke lapangan 

untuk mengumpulkan data agar dapat memiliki pengetahuan awal 

mengenai daerah penelitian dan konteks terkait dengan topik penelitian.
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I.  Temuan dan Pembahasan

Dalam melihat bagaimana partisipasi perempuan dalam Program 

Perhutanan Sosial di Kabupaten Garut, maka terdapat tiga bagian pada 

bagian pembahasan dan temuan, yaitu implementasi Program Perhutanan 

Sosial di Kabupaten Garut, keterlibatan perempuan dalam Program 

Perhutanan Sosial di Kabupaten Garut, dan partisipasi perempuan 

dalam pengelolaan hutan serta KTH pada Program Perhutanan Sosial di 

Kabupaten Garut.    

I. 1.	 Implementasi Program Perhutanan Sosial di Kabupaten 
Garut, Provinsi Jawa Barat 

Dalam penelitian ini, pelaksanaan Program Perhutanan Sosial dianalisis 

dengan melihat empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi/ 

sikap, dan struktur birokrasi (Edward, 1980). Pada aspek komunikasi, 

ditemukan bahwa dalam implementasi Program Perhutanan Sosial 

di antara kementerian dan lembaga belum terselenggara dengan baik. 

Menurut Asisten Deputi (Asdep) Pembaharuan Koperasi, Kementerian 

Koperasi dan UKM, Bagus Rachman, bahwa KLHK belum menyusun 

strategi yang menempatkan peran kementerian/lembaga (K/L) lain 

dalam Program Perhutanan Sosial. KLHK sebagai leading sector tidak 

memberikan informasi yang cukup jelas bagi K/L lain yang terlibat dalam 

Program Perhutanan Sosial. Misalnya, tentang strategi penempatan dan 

pembagian tugas K/L terkait. Selain itu KLHK juga dinilai belum proaktif 

dan cenderung menunggu Kemenkomarves. Hal ini merupakan beberapa 

tantangan komunikasi dalam implementasi Program Perhutanan Sosial. 

Lebih jauh, pelaksanaan program ini juga membutuhkan kolaborasi antar 

K/L. KLHK tidak dapat berjalan sendiri tanpa melibatkan K/L lain. 

Namun, berdasarkan temuan dari penelitian ini, belum ada koordinasi 

yang baik antara KLHK, Kemenkop UKM, dan Kementerian PPPA. 

Padahal, dalam Program Perhutanan Sosial, selain memperluas akses 

masyarakat untuk menggarap hutan, juga diperlukan langkah lebih lanjut 

yakni mengelola hasil hutan tersebut. Untuk memaksimalkan pengelolaan 
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hasil hutan, KLHK perlu bekerja sama dengan Kemenkop UKM. Selain 

itu, kerja sama dengan Kementerian PPPA juga diperlukan untuk 

memaksimalkan pengarusutamaan gender dalam implementasi program. 

Tantangan komunikasi juga terjadi di antara pemerintah pusat dan daerah. 

Hal ini terjadi karena titik masuk proses masuknya komunikasi dari pusat 

ke daerah hanya melalui Kementerian dalam Negeri. (Kemendagri) 

(Wawancara dengan Bagus Rachman, Asdep Pembaharuan Koperasi, 

Kemenkop UKM, pada 28 Oktober 2022). Selain itu, tantangan 

komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah juga terkonfirmasi 

berdasarkan wawancara dengan Suhartono, Kepala Dinas Koperasi dan 

UMKM (Wawancara pada 31 Oktober 2022), yang menyatakan bahwa 

rapat koordinasi di bawah kementerian masih belum intensif. 

Lebih jauh, Suhartono juga mengatakan bahwa pihak yang memegang 

kewenangan atas Perhutanan Sosial adalah di Pemerintah Provinsi 

Jawa Barat. Hal ini pula yang membatasi inisiatif  dari pemerintah 

kabupaten untuk bergerak dalam menjalankan Program Perhutanan 

Sosial, meskipun berada di daerah wewenangnya. Berdasarkan temuan 

di atas, belum intensifnya komunikasi menyebabkan pasifnya koordinasi 

dari penyelenggara pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah. 

Padahal seharusnya koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 

merupakan pengaturan yang aktif, baik dalam hal gerak dan kegiatan, 

serta hubungan kerja antara beberapa pejabat pemerintahan baik pusat 

maupun daerah dan lembaga-lembaga pemerintah non kementerian yang 

mempunyai tugas dan kewajiban dan wewenang yang saling berhubungan 

satu sama lainnya. Koordinasi yang aktif  bertujuan untuk mencegah 

terjadinya kesimpangsiuran dan tumpang tindih kegiatan yang dapat 

mengakibatkan pemborosan dan pengaruh tidak baik terhadap semangat 

dan tertib kerja (Syafrudin, 1993). 

Menurut Anggota Tim Penggerak Percepatan Persetujuan Perhutanan 

Sosial (TP3PS), Nur Amalia, dalam proses wawancara yang dilakukan 

pada 14 November 2022, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara 
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pusat dan daerah disebabkan karena keberadaan Kelompok Kerja 

Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Nasional tidak diikuti dengan 

Pokja daerah di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Hal ini 

membuat kebijakan-kebijakan terkait Program Perhutanan Sosial yang 

ada hanya menjadi wacana di tingkat nasional dan tidak implementatif  di 

tingkat provinsi dan kabupaten.

Selanjutnya, tantangan komunikasi juga terjadi antara birokrasi dan 

masyarakat sebagai target sasaran penerima manfaat. Hal ini terungkap 

berdasarkan wawancara dengan Yayan, Pendamping Mandiri Perhutanan 

Sosial Kabupaten Garut, pada 1 November 2022. Yayan menyatakan:

“Informasi itu awalnya tidak tahu, hampir semua kepala desa ketika 
ditanyakan. Hanya beberapa kepala desa yang tahu masalah Perhutanan 
Sosial. Jadi secara keseluruhan masalah Perhutanan Sosial khususnya di 
Garut ini banyak yang belum tahu kepala desanya.” (Wawancara dengan 
Yayan, Pendamping Mandiri Perhutanan Sosial Kabupaten Garut, 
pada 1 November 2022). 

Tantangan komunikasi juga disampaikan oleh Azkar Wicaksana, Analis 

Kebijakan Ahli Madya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) (Wawancara Tertulis 

pada 4 Januari 2023). Azkar mengatakan kurangnya sosialisasi tentang 

Program Perhutanan Sosial membuat masyarakat tidak mengetahui 

bagaimana cara mengakses program ini. Selain itu, pihak Pemerintah 

Desa juga kurang dilibatkan, sehingga manfaat atau dampak positif  dari 

program ini tidak dinikmati oleh desa secara menyeluruh. 

Dengan kata lain, masih ada masyarakat yang belum mengetahui 

Program Perhutanan Sosial. Padahal komunikasi merupakan faktor yang 

sangat penting untuk dapat memberikan informasi terkait persyaratan dan 

petunjuk pelaksana teknis Program Perhutanan Sosial kepada masyarakat 

sebagai penerima manfaat. Persoalan ini terjadi karena adanya struktur 

birokrasi yang bertingkat dari pemerintah pusat hingga di daerah sehingga 

mempengaruhi tingkat efektivitas komunikasi kebijakan yang dijalankan. 
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Hal serupa juga dikonfirmasi oleh Nur Amalia, Anggota TP3PS. 

Menurutnya, banyak masyarakat yang belum mengetahui cara 

mendapatkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial, sehingga banyak 

oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan tersebut untuk kepentingan 

mereka. Akibatnya, Program Perhutanan Sosial belum sepenuhnya tepat 

sasaran. Ketidaktahuan tersebut bukan hanya pada tahap pengajuan akses 

saja, namun juga dalam proses pengelolaan lahan Perhutanan Sosial. 

Misalnya saja dalam proses pengelolaan, masyarakat sebetulnya dapat 

menyiasati keterbatasan modal dengan mengajukan permintaan bibit 

gratis kepada pemerintah. Namun, informasi tersebut tidak tersosialisasi 

dengan baik kepada masyarakat. Berikut penuturan Nur Amalia dalam 

proses wawancara yang telah dilakukan. 

“Sebetulnya kita nggak bisa katakan dia (Program Perhutanan Sosial) 
sudah tepat sasaran 100%ya. Karena fakta di lapangan sebetulnya banyak 
juga free rider-free rider yang memanfaatkan Program Perhutanan Sosial 
ini untuk tujuan mereka dan mengambil keuntungan dari proses prosesnya, 
gitu loh. Jadi kalau barangkali pernah baca Tempo investigatif  dan itu jelas 
sekali gitu ya diulas di Tempo bagaimana oknum-oknum memanfaatkan 
keberadaan Perhutanan Sosial yang menjadi programnya Pak Jokowi itu 
untuk keuntungan mereka sendiri, gitu loh. Jadi kalau dibilang tepat sasaran 
100% belum tepat sasaran, tapi kalau dikatakan kira-kira berapa persen tepat 
sasarannya ya saya bisa katakan sekitar 65 sampai 70%.” (Wawancara 
dengan Nur Amalia, Anggota TP3PS pada 14 November 2022).

Selanjutnya, terkait dengan variabel sumber daya, studi ini menemukan 

bahwa saat ini masih terdapat kekurangan dalam sumber daya guna 

mendukung pelaksanaan Program Perhutanan Sosial baik di tingkat 

pusat maupun di daerah, khususnya Kabupaten Garut, Jawa Barat. 

Berdasarkan wawancara dengan Wawan Nurdin, Kepala Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kadis PMD), pada 1 November 

2022, kekurangan sumber daya tersebut berupa permodalan dan sarana 

prasarana. Sementara itu, belum terciptanya ekosistem yang kondusif  dari 

hulu ke hilir, serta masih terbatasnya personel pendamping KTH (hanya 

pendamping dari dinas), juga menjadi kendala terkait sumber daya untuk 

mendukung Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Garut (Wawancara 
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dengan Suhartono, Kadis Koperasi dan UMKM, pada 31 Oktober 2022; 

Wawancara dengan Beni Yoga, Kadis Pertanian, pada 3 November 2022; 

Wawancara dengan Acep Hamdan Nugraha, Plt Kepala Cabang Dinas 

Wilayah V, pada 3 November 2022). 

Kondisi yang sama juga dituturkan oleh Direktur Pengembangan Usaha 

Perhutanan Sosial (PUPS) KLHK, Catur Endah, Bagus Rachman (Asdep 

Pembaharuan Koperasi, Kemenkop UKM), dan Nur Amalia (Anggota 

TP3PS). Menurut mereka, keterbatasan sumber daya dalam proses 

implementasi Perhutanan Sosial diantaranya meliputi keterbatasan 

sumber daya manusia, keterbatasan akses pada modal, serta keterbatasan 

akses pada teknologi. 

Tidak jauh berbeda, Azkar Wicaksana (Kemendes PDTT) dalam 

wawancara tertulis pada 4 Januari 2023, menyampaikan adanya 

keterbatasan personil dan anggaran KLHK untuk melakukan verifikasi 

berkas maupun tinjau lapangan. Hal ini mengakibatkan izin perhutanan 

sosial membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diproses. Selain itu, 

kelompok-kelompok usaha yang sudah mendapatkan izin juga kurang 

mendapatkan pembinaan dari instansi terkait, sehingga perkembangan 

usahanya pun menjadi terhambat.

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) salah satunya terlihat dari 

terbatasnya jumlah pendamping kelompok Perhutanan Sosial. Padahal, 

pendamping memiliki peran penting untuk menunjang keberhasilan 

kelompok Perhutanan Sosial. Berikut penuturan dari Catur Endah 

mengenai keterbatasan pendamping.

“..sumber daya akan pendamping-pendamping ini juga masih sangat 
terbatas karena saat ini saja sudah ada lebih kurang 9200 KUPS, di 
mana mungkin ada lebih kurang 7500 KPS. Idealnya satu KPS (KTH) 
didampingi satu pendamping. Namun, pendamping yang baru tersedia 
baik itu pendamping swadaya maupun pendamping pemerintah baru 1500. 
Sehingga kita sekarang sedang mengembangkan kolaborasi pendamping..” 
(Wawancara dengan Catur Endah, Direktur PUPS KLHK pada 31 
Oktober 2022).
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Selain keterbatasan jumlah SDM pendamping, belum semua pendamping 

memiliki perspektif  gender. Padahal, perspektif  gender yang dimiliki 

oleh pendamping kelompok sangat berkaitan dengan terwujudnya PUG 

dalam Program Perhutanan Sosial. Seperti yang dijelaskan oleh Eko Novi 

Ariyanti, Asisten Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial 

dan Budaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (Kemenpppa), dalam wawancara yang dilakukan pada 6 Februari 

2023, bahwa penting untuk memperkuat pendampingan terhadap 

perempuan-perempuan petani hutan agar perempuan bisa mendapatkan 

informasi terkait sumber daya dalam program perhutanan sosial. Oleh 

karena itu, Eko Novi Ariyanti menghimbau agar para pendamping bisa 

mendorong perempuan untuk masuk dan terlibat aktif  dalam KTH, 

sehingga proses distribusi informasi dan sumber daya bisa akses oleh 

perempuan.   

Selain terbatasnya jumlah pendamping kelompok tani hutan, jumlah 

penyuluh koperasi juga masih sangat terbatas. Berdasarkan penuturan 

Bagus Rachman (Asdep Pembaharuan Koperasi, Kemenkop UKM), 

mereka hanya memiliki 1.235 penyuluh koperasi yang tersebar di 32 

provinsi dan 341 kabupaten/kota. Sementara jumlah koperasi yang ada 

sebanyak 127.000. Keterbatasan tersebut tentu menghambat implementasi 

Program Perhutanan Sosial, terutama dalam proses pengolahan hasil 

hutan. 

Lebih lanjut, keterbatasan sumber anggaran juga menjadi faktor 

penghambat lain dari implementasi Program Perhutanan Sosial. 

Keterbatasan anggaran dialami oleh pemerintah dan masyarakat di tingkat 

akar rumput. Menurut Bagus Rachman (Asdep Pembaharuan Koperasi, 

Kemenkop UKM), keterbatasan anggaran bagi program pemerintah salah 

satunya disebabkan proporsi anggaran pemerintah lebih banyak digunakan 

untuk menggaji pegawai negeri sipil dibanding untuk menjalankan program 

pemerintah. Selain keterbatasan anggaran pemerintah, masyarakat juga 

memiliki keterbatasan modal uang untuk mengelola lahan Perhutanan 

Sosial. Dengan minimnya modal yang dimiliki masyarakat, kepemilikan 
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akses pada Perhutanan Sosial Tidak akan mampu berdampak maksimal 

sebab untuk mengelola hutan masyarakat membutuhkan modal. Seperti 

pemaparan Catur Endah (Direktur PUPS KLHK) di bawah ini.

“Dari sumber daya anggaran juga karena kita tahu masyarakat ini hanya 
mempunyai modal lahan akses untuk dikelola, kemudian modal tenaga, 
tetapi mereka tidak punya modal uang. Inilah perlunya kolaborasi sinergi 
misalnya dengan lembaga keuangan, dengan Himbara, dan lain-lain.” 
(Wawancara dengan Catur Endah, Direktur PUPS KLHK pada 31 
Oktober 2022).

Sumber daya menjadi salah satu aspek yang menjadi bagian penting dalam 

proses implementasi Program Perhutanan Sosial, karena keberhasilan 

proses implementasi Program Perhutanan Sosial sangat tergantung dari 

dukungan dan kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, 

khususnya di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Seperti temuan wawancara 

di atas, sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi Perhutanan 

Sosial di Garut, yaitu adanya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) 

pendamping KTH yang memiliki kualifikasi dalam menjalankan program 

dan memiliki perspektif  gender serta dukungan finansial dalam bentuk 

modal bagi KTH dalam mengelola Program Perhutanan Sosial. Jika 

kedua sumber daya tersebut belum terpenuhi, maka Program Perhutanan 

Sosial sulit untuk berjalan dengan baik. 

Selanjutnya, terkait variabel struktur birokrasi dalam implementasi 

Program Perhutanan Sosial, penelitian ini menemukan bahwa panjangnya 

prosedur pengajuan SK menjadi tantangan bagi KTH. Hal ini seperti yang 

disampaikan oleh Nissa Wargadipura, aktivis lingkungan dari Pesantren 

At-Thariiq yang sekaligus juga pendamping KTH Kamojang Hejo: 

“Untuk mendapatkan SK itu, jalannya ngejelimet dulu, kalo gak ngejelimet 
gak usah. Kan kalo kita, kalo bisa dilakukan dengan cara mudah, ya 
lakukan dengan cara yang mudah. Kalo murah, lakukan dengan murah. 
Kalo jalannya pendek, jangan mencari jalan yang panjang.” (Wawancara 
Nissa Wargadipura, Pesantren At-Thariiq, pada 1 November 2022).
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Selain itu, tantangan dalam prosedur pengajuan Surat Keputusan (SK) 

Perhutanan Sosial oleh KTH. Misalnya, proses pengumpulan dokumen 

administrasi kependudukan yang meminta anggota KTH telah memiliki 

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El). Jika anggota KTH belum 

memiliki KTP-El, maka dianggap belum memenuhi syarat (Wawancara 

Hendah, Ketua KTH Griya Bukit Jaya, pada 2 November 2022). 

Seharusnya birokrasi dapat memberikan solusi untuk mengatasi 

masalah sosial dalam kehidupan modern (Edward, 1980). Prosedur 

yang mensyaratkan kepemilikan KTP-El tersebut tentu membatasi akses 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam Program Perhutanan Sosial. 

Terkait dengan partisipasi perempuan dalam Program Perhutanan 

Sosial, penelitian ini mencatat adanya tantangan bagi perempuan untuk 

mengakses manfaat dari program ini. Hal ini tercermin dalam persyaratan 

untuk mendapatkan manfaat dari Program Perhutanan Sosial, maka harus 

diajukan oleh kelompok masyarakat, kelompok tani, kelompok tani hutan, 

gabungan kelompok tani hutan, atau koperasi. Titik permasalahannya 

terletak pada formulir pengajuan oleh kelompok tersebut, yang hanya 

memperbolehkan satu nama dari setiap Kartu Keluarga (KK). Akibatnya, 

perempuan sering kali tidak dimasukan ke dalam daftar calon penerima 

SK Perhutanan Sosial dikarenakan nama yang umumnya dimasukan 

adalah kepala keluarga.  

Berikutnya, terkait variabel disposisi/sikap dalam implementasi kebijakan, 

penelitian ini menemukan belum adanya kesamaan pemahaman dan 

pandangan mengenai tujuan dan pelaksanaan Program Perhutanan 

Sosial. Belum adanya kesamaan pandangan ini dikarenakan setiap 

masing-masing kementerian dan lembaga memiliki tupoksi yang mengikat 

mereka (Wawancara Catur Endah, KLHK, pada 31 Oktober 2022).  Selain 

itu, perbedaan pandangan ini juga terkonfirmasi di tingkat pelaksana 

kebijakan di daerah. 

Berdasarkan wawancara dengan Acep Hamdan Nugraha (Plt, Kepala 

Cabang Wilayah V, pada 3 November 2022), menyatakan bahwa tiap dinas 
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memiliki prioritas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Misalnya, 

Cabang Dinas Wilayah V mengedepankan prioritas aspek ekologi 

dibandingkan aspek ekonomi dan sosialnya. Ketidaksamaan pandangan 

di antara para pelaksana kebijakan juga disoroti oleh Nissa Wargadipura, 

seorang aktivis lingkungan dari Pesantren At-Thariiq yang sekaligus 

juga pendamping KTH Kamojang Hejo, yang mengatakan bahwa ego 

sektoral antar kementerian yang terjadi pada program Perhutanan Sosial 

seharusnya dapat dihilangkan jika para pemangku kebijakan memiliki 

semangat kolaborasi (Wawancara Nissa Wargadipura, Pesantren At-

Thariiq, pada 1 November 2022).

Berdasarkan temuan wawancara di atas, perbedaan sikap menjadi 

tantangan dalam implementasi Program Perhutanan Sosial di Kabupaten 

Garut. Perbedaan sikap ini terjadi karena perbedaan cara pandang antar 

masing-masing instansi terkait sebagai pelaksana dari Program Perhutanan 

Sosial. Konsekuensi adanya perbedaan sikap ini yang berimplikasi pada 

pelaksanaan Program Perhutanan Sosial di lapangan. 

Selain itu, terkait partisipasi perempuan dalam Program Perhutanan 

Sosial, penelitian ini menemukan bahwa masih ada bias gender para 

pemangku kebijakan terkait peran perempuan dalam pengelolaan lahan 

hutan. Selama ini, pengelolaan lahan hutan lebih dipandang sebagai 

ranah yang lebih bergender laki-laki dibandingkan perempuan. Hal 

ini berpengaruh terhadap konstruksi sosial yang bias gender dalam 

melihat dan memberikan peran, serta memberikan nilai finansial terkait 

pengelolaan lahan hutan yang dilakukan oleh perempuan. 

Oleh karena itu, terkait partisipasi perempuan dalam Perhutanan 

Sosial, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa 

yang akan dilakukan dalam Program Perhutanan Sosial, tetapi mereka 

juga harus memiliki pemahaman dan komitmen yang lebih baik tentang 

pengarusutamaan gender, sehingga pengarusutamaan gender dalam 

Program Perhutanan Sosial dapat dilakukan secara konsisten. 
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Berdasarkan analisis terkait implementasi Program Perhutanan Sosial di 

atas, dapat dilihat bahwa terdapat keterkaitan antara empat variabel yaitu 

komunikasi, sumber daya, disposisi/ sikap, dan struktur birokrasi dalam 

mempengaruhi pelaksanaan Program Perhutanan Sosial, khususnya di 

Kabupaten Garut yang menjadi fokus penelitian ini. Selain itu, penelitian 

ini juga mencatat masih adanya tantangan terkait pengarusutamaan 

gender dalam implementasi Program Perhutanan Sosial, termasuk dalam 

hal partisipasi perempuan dalam program ini. Bagian berikut akan 

membahas keterlibatan perempuan dalam Program Perhutanan Sosial di 

Kabupaten Garut.

I.2.	 Keterlibatan Perempuan dalam Program Perhutanan 
Sosial di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penelitian ini memperlihatkan 

bahwa esensi dari Program Perhutanan Sosial sangat baik dan dapat 

dirasakan oleh masyarakat, termasuk perempuan. Seperti yang dikatakan 

oleh Yuyun Yuningsih, Anggota perempuan KTH Griya Bukit Jaya, yang 

mengatakan bahwa dengan adanya Program Perhutanan Sosial, maka 

para petani hutan mendapatkan kepastian hukum terkait lahan garapan. 

“Dulu tuh kalau buka lahan tuh sering buka tutup. Gini, misal sekarang 
dibuka ya lahan pertanian, nanti setelah lama, berapa tahun ditutup lagi. 
Sekarang sejak pemerintahan Pak Jokowi itu, sudah banyak yang punya SK 
Perhutani (SK Perhutanan Sosial), termasuk bapak saya, sudah punya SK 
sendiri di lahan perhutani itu. Ini katanya dibukanya sampai 35 tahun.” 
(Wawancara dengan Yuyun Yuningsih, Anggota KTH Griya Bukit 
Jaya pada 2 November 2022).

Terkait mengapa terjadi buka-tutup lahan seperti yang dijelaskan oleh 

Yuyun Yuningsih, Acep Hamdan, Kepala Cabang Dinas Kehutanan 

Wilayah V, menjelaskan bahwa sebelum adanya Program Perhutanan 

Sosial, para petani menggarap lahan milik negara yang dikelola oleh 

Perhutani berdasarkan skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat 

(PHBM). Melalui skema tersebut, para petani hutan membuat kesepakatan 

bersama dengan Perhutani sebagai pengelola hutan negara. Dalam skema 



I.  Temuan dan Pembahasan

28

PHBM, yang memiliki kewenangan untuk membuka dan menutup lahan 

adalah Perhutani, sehingga tidak ada kepastian hukum. Untuk itu, dengan 

adanya Program Perhutanan Sosial yang digagas oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka petani hutan kini mendapatkan 

kepastian hukum terkait lahan garapan selama 35 tahun. 

Kepastian hukum terkait lahan garapan memberikan dampak positif 

secara ekonomi bagi petani hutan, baik petani hutan laki-laki maupun 

perempuan. Seperti yang dijelaskan oleh Wawan Nurdin, Kepala Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Garut, bahwa 

kecenderungan petani di Kabupaten Garut adalah suami dan istri 

menggarap lahan pertanian atau hutan secara bersama-sama. Artinya, 

ketika petani laki-laki yang merupakan suaminya mendapatkan lahan 

garapan, maka terjadi peningkatan ekonomi keluarga yang juga berdampak 

baik bagi perempuan. 

Meski demikian, seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, 

bahwa terdapat tantangan bagi perempuan untuk mengakses manfaat 

dari Program Perhutanan Sosial. Menurut Nur Amalia, Anggota TP3PS, 

partisipasi perempuan dalam Program Perhutanan Sosial di Kabupaten 

Garut sama sekali belum baik. Dari semua kelompok tani Perhutanan 

Sosial yang ada di kabupaten tersebut, keterlibatan perempuan tidak 

sampai 10 persen. Kondisi tersebut bahkan bukan hanya terjadi di 

Kabupaten Garut saja, namun juga terjadi di hampir seluruh kabupaten/

kota dan provinsi lain di Indonesia. Minimnya partisipasi perempuan 

tersebut tercermin dari pernyataan Nur Amalia di bawah ini.

“Kalau yang di Garut (partisipasi perempuannya) sama sekali belum baik. 
Di Garut itu ada 24 izin yang sudah keluar ya, karena dulu waktu masih 
pakai P39 (Peraturan Menteri 39) sebelum adanya Undang-Undang Cipta 
Kerja ya, itu ada 24 izin di sana. Izin persetujuan Perhutanan Sosial. Ada 
11 yang IPHPS (Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial) dan 13 yang 
Kulin KK (Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan). 
IPHPS itu skemanya sama seperti HKM dan hutan desa gitu ya, kalau Kulin 
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KK itu kemitraan dengan Perhutani, gitu ya. Dari kelompok-kelompok itu, 
keterlibatan perempuan nggak sampai 10 persen. Dan cerminan Garut ini 
sama dengan cerminan di tingkat kabupaten dan provinsi di luar Jawa. 
Sama semuanya hampir sama.” (Wawancara dengan Nur Amalia, 
Anggota TP3PS, pada 14 November 2022).

Selain itu, menurut Eko Novi Ariyanti, Asisten Deputi Bidang 

Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya Kemenpppa 

(wawancara pada 6 Februari 2023), bahwa salah satu penyebab mengapa 

masih minimnya perempuan dalam program perhutanan sosial adalah 

budaya patriarki. Lebih lanjut, tidak adanya data terpilah perempuan dan 

laki-laki juga membuat program perhutanan sosial dinilai masih sangat 

maskulin. 

Lebih banyaknya laki-laki yang tercatat untuk mendapat akses pengelolaan 

Perhutanan Sosial dikarenakan selama ini akses terhadap Perhutanan 

Sosial diberikan kepada kepala keluarga. Sementara budaya di Indonesia, 

kepala keluarga adalah laki-laki. Lebih lanjut, dalam dinamika penentuan 

pengurus KTH Perhutanan Sosial juga ditentukan berdasarkan nama 

yang terdaftar dalam SK, yang mayoritasnya adalah laki-laki. Hal ini yang 

menjadi salah satu tantangan perempuan dalam program Perhutanan 

Sosial menurut Nissa Wargadipura, aktivis lingkungan dari Pesantren 

At-Thariiq yang sekaligus juga pendamping KTH Kamojang Hejo. 

Nissa juga mengatakan bahwa hal ini menandakan tidak berjalannya 

Pengarusutamaan Gender dalam program perhutanan sosial (Wawancara 

pada 1 November 2022). Dengan demikian, aturan soal keanggotaan 

dalam kelompok pengelola hutan, seperti konsep yang dikemukakan oleh 

Agarwal (2001) menjadi salah satu faktor yang menghambat partisipasi 

perempuan dalam mengelola hutan. 

Lebih jauh, untuk mendapatkan manfaat dari Program Perhutanan Sosial, 

kelompok masyarakat, kelompok tani, kelompok tani hutan, gabungan 

kelompok tani hutan (Gapoktan), atau koperasi harus mengisi formulir yang 

telah disediakan oleh KLHK. Titik permasalahan terletak pada formulir 
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pengajuan oleh kelompok tersebut, yang hanya memperbolehkan satu 

nama dari setiap KK. Akibatnya, perempuan seringkali tidak dimasukkan 

ke dalam daftar calon penerima SK Perhutanan Sosial dikarenakan nama 

yang umumnya dimasukan adalah kepala keluarga. 

Sebenarnya, dalam prosedur pembentukan kelembagaan dalam “Buku 

Saku Fasilitasi Permohonan Hutan Kemasyarakatan” (2021) yang 

dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan 

Lingkungan, KLHK, dijelaskan bahwa “Untuk satu keluarga diwakili oleh 

satu orang dengan memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun 

perempuan”. Artinya, secara kelembagaan, KLHK sebagai pembuat 

kebijakan telah menerapkan prinsip kesetaraan ataupun PUG. 

Untuk itu, permasalahannya terletak pada bagaimana KTH, Gapoktan, 

LMDH, dan juga pendamping kelompok menyikapi persyaratan tersebut. 

Menurut Eko Novi Ariyanti, Asisten Deputi PUG Bidang Sosial Budaya 

(wawancara pada 6 Februari 2023), untuk mendorong keterlibatan 

perempuan yang lebih bermakna di dalam Program Perhutanan Sosial, 

peran pendamping kelompok menjadi penting. Untuk itu, pendamping 

KTH perlu untuk memiliki perspektif  gender,sehingga perempuan dapat 

menerima informasi terkait akses sumber daya yang setara dengan laki-

laki. 

Meski demikian, menurut Yayan (Pendamping Mandiri Perhutanan 

Sosial) dan juga Chairuddin Ambong (Pendamping Program Perhutanan 

Sosial dan Pengurus Pusat Yayasan Almisbat), tidak ada penekanan 

khusus terkait partisipasi perempuan dalam Program Perhutanan Sosial. 

Untuk itu, diperlukan pembuatan aturan yang lebih jelas sebagai upaya 

untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam Program Perhutanan 

Sosial. Misalnya melalui penerapan kuota khusus bagi perempuan dalam 

KTH maupun LMDH. 

Selain pendamping, budaya dalam suatu masyarakat juga berpengaruh 

terhadap partisipasi perempuan dalam pengelolaan hutan. Seperti konsep 

Agarwal (2001) mengenai faktor-faktor penentu partisipasi perempuan 
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dalam pengelolaan hutan, Agarwal menyebutkan bahwa selain aturan 

keanggotaan, norma dan persepsi masyarakat juga menjadi faktor penentu 

partisipasi perempuan. Berikut penuturan Nur Amalia (Anggota TP3PS) 

mengenai partisipasi perempuan dalam pengelolaan hutan. 

“Nah tetapi memang semuanya kembali tergantung kepada pendamping 
dan tergantung kepada kelompok masyarakatnya. Ya. Ada yang kemudian 
menerima, ada juga yang tidak menerima keikutsertaan perempuan di 
dalam kelompok, gitu”. (Wawancara dengan Nur Amalia, Anggota 
TP3PS pada 14 November 2022). 

Terkait dengan partisipasi perempuan dalam pengelolaan hutan, studi 

yang dilakukan oleh Manalu, Subono, dan Putri (2022) menunjukkan 

bahwa hambatan kultural yang ada dalam suatu masyarakat berdampak 

terhadap bentuk dan praktik keterlibatan perempuan dalam pengelolaan 

hutan. Hal serupa juga ditemukan dalam studi ini. Menurut Nur Amalia 

(Anggota TP3PS), budaya patriarki di Indonesia masih kental, sehingga 

dalam dalam proses-proses sosialisasi atau musyawarah mengenai 

Program Perhutanan Sosial perempuan jarang dilibatkan. Perempuan 

biasanya diberi tugas untuk menyiapkan konsumsi dan tugas domestik 

lainnya, sehingga mereka tidak memiliki akses pada informasi mengenai 

Perhutanan Sosial. 

Senada, menurut Gloria Merry Karolina Ginting, Kasubdit Perluasan 

dan Perlindungan Lahan, Kementerian Pertanian, bahwa budaya yang 

ada di Indonesia saat ini, di mana perempuan memiliki tanggung jawab 

mengurus pekerjaan domestik, membuat perempuan sering kali enggan 

untuk terlibat dalam suatu organisasi, dalam konteks penelitian ini 

adalah kelompok tani maupun kelompok tani hutan (Wawancara pada 

30 November 2022). Untuk dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai hal 

tersebut, dapat dilihat pada bagian selanjutnya yang melihat bagaimana 

partisipasi perempuan dalam pengelolaan hutan dan KTH pada Program 

Perhutanan Sosial di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
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I.3.	 Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan Hutan dan 
Kelompok Tani Hutan Pada Program Perhutanan Sosial di 
Kabupaten Garut, Jawa Barat. 

Untuk melihat bagaimana partisipasi perempuan dalam KTH pada 

Program Perhutanan Sosial, maka penting untuk melihat bagaimana 

partisipasi perempuan dalam pengelolaan hutan. Tahapan proses 

pengelolaan hutan dimulai dari diberikannya SK Perhutanan Sosial 

kepada KTH. Pada tahapan ini, mayoritas penerima SK adalah laki-laki 

dikarenakan daftar anggota yang dilampirkan pada SK Perhutanan Sosial 

merujuk pada kepala keluarga dalam KK. 

Setelah mendapatkan SK, petani yang namanya terdapat dalam SK perlu 

untuk mengelola lahan dikarenakan lahan yang diberikan mayoritas 

ditanami oleh tanaman keras seperti pohon pinus. Pada tahapan awal 

pengelolaan lahan ini, partisipasi laki-laki lebih dominan mengingat 

kebutuhan akan tenaga fisik yang lebih besar dalam proses pengerjaanya, 

seperti yang diungkap oleh Wawan Nurdin (Kepala Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa, Kabupaten Garut). Hal ini dikarenakan adanya stigma 

bahwa pekerjaan berat harus dilakukan oleh laki-laki.   

“Karena dianggapnya mungkin untuk bekerjanya beda kalau yang laki-
laki kan bisa dengan segala barang. Bawa cangkul, bawa golok, kan bisa 
dikerjakan. Tapi kalau perempuan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya 
ringan. Pekerjaan yang keras-keras, laki-laki.” (Wawancara dengan 
Wawan Nurdin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 
Kabupaten Garut, pada 1 November 2022).

Setelah lahan dibuka, maka petani mulai menanam tanaman yang 

sekiranya menghasilkan, seperti kopi yang merupakan komoditi 

unggulan dari Kabupaten Garut. Meski demikian, dikarenakan dari 

awal penanaman hingga panen pertama kali dibutuhkan waktu sekitar 

satu hingga dua tahun, maka petani umumnya menanam tanaman yang 

sekiranya dapat panen dengan cepat seperti sayur-sayuran. Pada proses 

ini, laki-laki dan perempuan dapat bekerja berdampingan dalam proses 

perawatan tanaman. 
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Perempuan mulai memiliki peran penting ketika proses memanen, 

khususnya untuk komoditi kopi. Seperti yang dijelaskan Refiyani Julianti 

(Anggota Perempuan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) 

Kramatjaya, bahwa mayoritas petani yang bekerja untuk memetik kopi 

adalah perempuan. Lebih lanjut, menurut Yuyun Yuningsih, Anggota 

KTH Griya Bukit Jaya, bahwa terdapat anggapan bahwa pekerjaan 

memetik kopi adalah pekerjaan perempuan karena merupakan pekerjaan 

yang tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga.  

“Kalau di sini yang manen banyakan perempuan. Soalnya kan kalau laki-
laki bilangnya, kalau yang kerja ya, kalau laki-laki tuh suka dibilangnya 
“leklek”. Jadi gimana ya, kerjaan yang gak memerlukan banyak tenaga 
tapi membosankan. Soalnya kan harus dipilih kan itu, yang merah sama 
yang hijaunya. Gak boleh kebawa yang hijaunya. Yang metik tuh harus 
yang merah semuanya. Jadi kaum pria kan, ini mah kerjaan perempuan.” 
(Wawancara dengan Yuyun Yuningsih, Anggota KTH Griya Bukit 
Jaya, pada 2 November 2022). 

Pada proses memanen, terkadang petani juga mempekerjakan beberapa 

buruh tani dikarenakan proses menanam yang membutuhkan banyak 

orang dalam waktu yang singkat. Setelah itu, barulah hasil komoditi 

dijual kepada beberapa pihak, seperti tengkulak ataupun pengepul. Proses 

penjualan hasil panen umumnya dilakukan secara bersama-sama antara 

petani perempuan dan laki-laki, karena biasanya dilakukan oleh suami dan 

istri. Berikut proses pengelolaan hutan dari tahap awal yaitu diterimanya 

SK oleh petani hingga penjualan hasil panen. 

Grafik 2. Proses Pengelolaan Hutan

Pemeliharaan 
tanaman

 
Sumber: Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota KTH dan observasi di Kabupaten 

Garut (31 Oktober - 3 November 2022).
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Berdasarkan proses pengelolaan hutan seperti yang terlihat pada Grafik 

2, maka dapat dikatakan bahwa perempuan masih memiliki keterbatasan 

partisipasi dalam proses pengelolaan hutan pada Program Perhutanan 

Sosial. Hal ini didasarkan oleh dua hal, pertama, proses penyerahan SK 

Perhutanan Sosial di tahap awal menggunakan data kepala keluarga pada 

KK. Untuk itu, diperlukan perubahan aturan tersebut. Misalnya, bisa 

menggunakan data keanggotaan KTH dan KTP-El. 

Kedua, adanya stigma yang mengakar bahwa pekerjaan yang membutuhkan 

tenaga besar tidak dapat dilakukan oleh perempuan. Oleh karena itu, proses 

pembukaan lahan serta proses pemeliharaan seperti mengarit rumput 

mayoritas dikerjakan oleh laki-laki. Perempuan hanya dapat melakukan 

pekerjaan yang tidak membutuhkan banyak tenaga seperti memanen. 

Padahal, menurut Nur Iman Subono, Akademisi Universitas Indonesia 

(wawancara pada 17 November 2022), bahwa pemahaman mengenai 

fisik perempuan yang lemah merupakan stigma dan keyakinan gender. 

Ironinya, saat ini banyak perempuan yang meyakini dan menerima hal 

tersebut.  

Terkait pengelompokan kerja untuk perempuan dan laki-laki, Gloria 

Merry Karolina Ginting, Kasubdit Perluasan dan Perlindungan Lahan, 

Kementerian Pertanian, melihat dalam perspektif  yang berbeda. 

Menurutnya, jika perempuan memiliki spesifikasi khusus dalam satu 

bidang tertentu, maka membuat perempuan secara tidak langsung akan 

terlibat, dalam konteks penelitian ini adalah pengelolaan hutan. 

“Jadi mungkin memang perlu dalam kelompok itu membuat spesifikasi 
pekerjaan-pekerjaan, sehingga otomatis perempuan akan lari ke situ. Itu 
juga cara-cara untuk meningkatkan partisipasi. Jadi ruang lingkupnya itu 
secara jelas itu cluster-clusternya itu bisa membuat melibatkan perempuan 
dengan aktif.” (Wawancara Gloria Merry Karolina Ginting, Kasubdit 
Perluasan dan Perlindungan Lahan, Kementerian Pertanian, pada 
30 November 2022).

Minimnya peran perempuan dalam proses pengelolaan hutan berdampak 

pada dua hal. Pertama, adanya upah yang berbeda bagi buruh tani 

perempuan dan laki-laki. Secara definisi, buruh tani adalah petani yang 
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tidak memiliki lahan pertanian sendiri dan diupah untuk menggarap 

lahan pertanian orang lain. Menurut Beni Yoga, Kepala Dinas Pertanian 

Kabupaten Garut, (wawancara pada 3 November 2022), sekitar 38 hingga 

40 persen mata pencaharian utama masyarakat Kabupaten Garut adalah 

petani. Dari jumlah tersebut, 78 hingga 80 persen diantaranya adalah 

petani kecil dan buruh tani. 

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi selama berada di Kabupaten 

Garut (31 Oktober – 3 November 2022), terdapat variasi upah bagi para 

buruh tani, baik buruh tani perempuan maupun buruh tani laki-laki. Di 

KTH Kamojang Hejo, rata-rata upah buruh tani laki-laki adalah Rp70.000 

per satu hari kerja, sedangkan untuk perempuan Rp60.000 per satu hari 

kerja. Di KTH Griya Bukit Jaya, rata-rata upah buruh laki-laki sebesar 

Rp40.000 per satu hari kerja, sedangkan perempuan sebesar Rp35.000 per 

satu hari kerja. Upah paling kecil di wilayah LMDH Kramat Jaya, yaitu 

untuk laki-laki sebesar Rp30.000 per satu hari kerja, sedangkan untuk 

perempuan sebesar Rp25.000. Buruh tani di ketiga kelompok/organisasi 

tersebut memiliki jam kerja yang sama, yaitu dari pukul 7 pagi hingga jam 

12 siang. Berikut perbandingan upah buruh tani laki-laki dan perempuan 

di tiga kelompok/organisasi. 

Grafik 3. Perbandingan Upah Buruh Tani Hutan Laki-Laki dan 
Perempuan di Tiga Kelompok/Organisasi yang Diteliti Di Kabupaten 

Garut

 
Sumber: Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Kabupaten Garut  

(31 Oktober - 3 November 2022).
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Dampak kedua adalah minimnya peran perempuan dalam Program 

Perhutanan Sosial membuat perempuan masih belum sepenuhnya terlibat 

dalam KTH. Misalnya di KTH Griya Bukit Jaya, Yuyun Yuningsih sebagai 

anggota perempuan mengatakan bahwa rapat atau musyawarah di KTH 

umumnya dihadiri oleh laki-laki. Walaupun, ketua KTH Griya Bukit Jaya 

adalah perempuan. Meski demikian, Yuyun Yuningsih mengatakan bahwa 

ia selalu hadir dalam rapat-rapat, walaupun lebih banyak mendengarkan 

daripada mengemukakan pendapat.

Pengalaman Yuyun Yuningsih tersebut juga terefleksi ketika ia 

menceritakan tentang sosok Haji Nawawi, salah satu anggota KTH Griya 

Bukit Jaya. Haji Nawawi, seorang laki-laki petani senior dan mantan 

mandor Perum Perhutani. Hal ini juga sejalan dengan teori Agarwal 

(2001) mengenai faktor partisipasi, khususnya atribusi, dalam organisasi 

pengelolaan hutan. Menurut Yuyun Yuningsih, Haji Nawawi memiliki 

pengaruh serta pendapatnya yang sering kali didengar dan diikuti dalam 

KTH walaupun berposisi sebagai anggota. Dengan demikian, keunggulan 

atribusi yang dimiliki oleh Nawawi menjadi faktor penting mengapa ia 

memiliki pengaruh dalam KTH walaupun hanya sebagai anggota. Hal 

ini berbanding terbalik dengan anggota perempuan di KTH Griya Bukit 

Jaya yang pasif  karena tidak memiliki keunggulan atribusi anggota laki-

laki seperti Haji Nawawi. 

Teori Agarwal (2001) mengenai keunggulan atribut juga dapat menjelaskan 

mengenai terpilihnya Hendah sebagai perempuan untuk menjadi Ketua 

KTH Griya Bukit Jaya. Berdasarkan wawancara dengan Hendah, Ia 

merupakan putri dari mantan kepala desa. Oleh karena itu, menjadi 

sebuah kewajaran jika Hendah sudah dikenal baik oleh masyarakat Griya 

Bukit Jaya yang mayoritas bekerja sebagai petani. 

Di bawah kepemimpinan Hendah sebagai Ketua KTH Griya Bukit 

Jaya, Yuyun Yuningsih sebagai anggota perempuan merasakan banyak 

manfaat ketika bergabung dalam KTH. Manfaat pertama yang dirasakan 

oleh Yuyun Yuningsih adalah memperoleh kepastian akan lahan garapan 
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melalui skema Perhutanan Sosial. Kedua, mendapatkan pelatihan yang 

diberikan oleh KTH terkait komoditi yang perlu untuk ditanam, serta 

bagaimana perawatan tanaman tersebut. Selain itu, anggota kelompok 

juga diberikan edukasi terkait pemeliharaan dan pelestarian hutan. Ketiga, 

kepastian penjualan komoditi, dalam konteks ini adalah kopi, di mana 

petani perempuan yang tergabung dalam KTH Griya Bukit Jaya dapat 

menjual hasil panennya kepada Hendah yang merupakan ketua KTH 

Griya Bukit Jaya sekaligus bagian dari Sunda Hejo, selaku off-taker atau 

pelaku industri kopi. Keempat, mendapatkan akses permodalan melalui 

skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank untuk modal usaha. Dengan 

koneksi yang dimiliki oleh Hendah, KTH Griya Bukit Jaya dapat bekerja 

sama dengan Bank Nasional Indonesia (BNI). 

“Waktu saya diundang oleh Bapak Presiden, saya ke istana dengan Sunda 
Hejo, mendengarkan cerita-cerita Pak Presiden bahwa SK dapat dipinjam 
ke Bank untuk jadi jaminan. Alhamdulillah saya mengajukan ke Bank 
BNI, kebetulan ditanggapi. Dan ini membuat Ibu Alis (anggota KTH) dan 
Pak Aman (anggota KTH) terbantu ekonominya.” (Wawancara dengan 
Hendah, Ketua KTH Griya Bukit Jaya, pada 2 November 2022). 

Serupa dengan KTH Griya Bukit Jaya, Jajang Ridwan, Ketua Gabungan 

Kelompok Tani (Gapoktan) LMDH Kramat Jaya, dari 325 anggota yang 

tergabung dalam kelompok-kelompok tani hutan, 60 persen diantaranya 

adalah laki-laki. Artinya, secara keanggotaan, jumlah laki-laki lebih banyak 

dibandingkan dengan anggota perempuan. Selain itu, jumlah perempuan 

yang menjadi pengurus dalam kelompok tani lebih sedikit lagi, yaitu hanya 

30 persen. Terkait partisipasi perempuan dalam LMDH, Jajang Ridwan 

mengatakan bahwa mayoritas yang hadir dalam pertemuan-perempuan 

kelompok mayoritas adalah laki-laki. Hal ini dikarenakan seringkali 

anggota perempuan diwakili oleh suaminya yang juga sebagai anggota 

kelompok. 

Walaupun anggota perempuan merupakan minoritas dalam pertemuan-

perempuan LMDH, namun perempuan sering kali diminta pendapatnya 

untuk hal tertentu. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Jajang Ridwan, 
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Ketua LMDH Kramat Jaya bahwa baik laki-laki dan perempuan memiliki 

kesempatan yang sama dalam berbicara, sesuai dengan kapasitasnya. Hal 

ini juga diungkapkan oleh Refiyani Julianti, anggota perempuan LMDH 

Kramat Jaya bahwa jika berbicara masalah kopi, ia biasanya dimintai 

pendapat. 

“Tergantung (partisipasi dalam rapat atau musyawarah). Kalau berbicara, 
ikut ngobrol tergantung ranahnya sih. Kalau masalah kopi, yang kaya 
gitu, yang memadai buat saya, jadi suka ikut. Kalau gak, dengerin saja.
Soalnya mengedepankan aspirasi. Jadi, anak muda didengarkan disini.” 
(Wawancara dengan Refiyani Julianti, Anggota Perempuan LMDH 
Kramat Jaya, pada 2 November 2022).

Selain itu, anggota kelompok perempuan dan masih muda seperti 

Refiyani Julianti juga diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan-

pelatihan yang menunjang kemampuannya dalam mengelola komoditi 

kopi. Berdasarkan pengalaman Refiyani Julianti, ia diberi kesempatan 

untuk mengikuti pelatihan-pelatihan menjadi barista, seperti meracik 

kopi dari mulai masih berbentuk biji kopi hingga menjadi segelas kopi 

yang nantinya siap untuk dijual. Hingga akhirnya, Refiyani Julianti kini 

diminta untuk mengelola kedai kopi yang berada di wilayah Agrowisata, 

di mana kopi yang dijual di kedai kopi tersebut merupakan hasil dari 

petani kopi di wilayah Kramat Jaya. Pengalaman Refiyani Julianti ini juga 

dapat dijelaskan melalui teori partisipasi perempuan dalam pengelolaan 

hutan bahwa aturan keanggotaan serta keunggulan atribut, dalam konteks 

ini adalah perempuan muda, juga menjadi salah satu faktor penentu 

partisipasi perempuan dalam pengelolaan hutan. 

Berbeda dengan KTH Griya Bukit Jaya dan LMDH Kramat Jaya, 

KTH Kamojang Hejo mayoritas beranggotakan perempuan. Menurut 

Eka Prasetiawaty, Ketua KTH Kamojang Hejo, bahwa ia memang 

memfokuskan KTH Kamojang Hejo untuk menampung para petani 

perempuan. Lebih lanjut, sebagai sebuah KTH dengan mayoritas 

beranggotakan perempuan, partisipasi perempuan dalam kelompok ini 

dapat dikatakan interaktif.    
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“Kita mengumpulkan para petani sekeliling ini di kawasan Ecopark, 
dari kawasan wisata. Mereka banyak yang belum memiliki wadah untuk 
menampung hasil pertaniannya. Jadi, saya berusaha menampung para 
petani khususnya perempuan dan memang kebanyakan yang bekerja 
di sini perempuan. Karena para suaminya bekerja di luar kota. Anggota 
kelompok dibagi dua, di Ecopark 30 orang perempuan semua. Yang di 
sebelah Barat-nya sama, 32 perempuan. Nama kelompoknya sama, namun 
wilayahnya berbeda.” (Wawancara dengan Eka Prasetiawaty, Ketua 
KTH Kamojang Hejo, pada 3 November 2022). 

Menurut Eka Prasetiawaty sebagai Ketua KTH Kamojang Hejo, banyak 

petani perempuan yang menerima manfaat dari adanya KTH, seperti 

adanya pertukaran informasi terkait pertanian, seperti harga bibit, 

harga pupuk, hingga kemungkinan kenaikan harga komoditi. Bahkan, 

menurut Airohayati, seorang petani perempuan dan juga anggota di KTH 

Kamojang Hejo, ia mendapatkan informasi terkait akan adanya koperasi 

dari KTH Kamojang Hejo (Wawancara pada 3 November 2022). 

Selain itu, manfaat lain dari adanya KTH Kamojang Hejo adalah 

membantu petani untuk mendapatkan program bantuan dari pemerintah, 

seperti bantuan bibit yang diberikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten 

Garut. Dengan terbukanya akses bantuan seperti bibit dari Dinas Pertanian 

Kabupaten Garut, kehadiran KTH Kamojang Hejo secara tidak langsung 

menggusur posisi tengkulak yang seringkali menjadi permasalahan 

bagi petani. Pasalnya, tengkulang sering kali memanipulasi harga serta 

membeli hasil panen dengan harga dibawah harga pasar.

Berdasarkan penjelasan mengenai partisipasi perempuan dalam KTH 

Kamojang Hejo, KTH Griya Bukit Jaya, serta LMDH Kramat Jaya, 

maka dapat dikatakan bahwa setiap KTH atau LMDH memiliki tingkat 

partisipasi perempuan yang berbeda-beda. Jika dianalisis dengan teori 

dari Agarwal (2001) mengenai partisipasi perempuan dalam pengelolaan 

hutan, maka KTH Kamojang Hejo masuk dalam tingkat partisipasi 

interaktif  (pemberdayaan). Hal ini melihat bahwa KTH Kamojang 

Hejo dipimpin oleh perempuan, beranggotakan mayoritas perempuan, 



I.  Temuan dan Pembahasan

40

serta terlibat secara aktif  dan sukarela dalam proses musyawarah dalam 

kelompok. 

Lebih jauh, agar perempuan dapat terlibat aktif  dalam proses perencanaan 

pengelolaan hutan, penting untuk mendorong keterlibatan perempuan 

sebagai pengurus KTH. Pengalaman Eka Prasetiawaty dan Hendah 

sebagai ketua KTH juga menunjukkan bahwa dengan menjadi pemimpin, 

mereka dapat berbuat lebih banyak dalam mengelola KTH yang mereka 

pimpin, sekaligus memberdayakan dan memotivasi para anggota KTH. 

Kepemimpinan mereka juga tampak mendapatkan kepercayaan dari para 

anggota KTH yang berminat bergabung dalam KTH yang mereka pimpin. 

Dalam hal ini, keterlibatan perempuan dalam Program Perhutanan Sosial 

juga bisa disalurkan sebagai anggota KTH. Dengan menjadi bagian dari 

KTH, perempuan juga berkesempatan untuk memberikan kontribusi 

berupa saran dan pendapat terkait dengan perencanaan dan pengolahan 

lahan Perhutanan Sosial yang ada. Selain itu, dengan menjadi bagian dari 

KTH, perempuan juga lebih percaya diri sebagai petani dan bagian dari 

KTH, baik dalam pengelolaan lahan hutan, maupun dalam menyampaikan 

pendapatnya. Apalagi mengingat manfaat adanya Program Perhutanan 

Sosial dan keikutsertaan mereka dalam KTH, terutama bagi perbaikan 

kondisi ekonomi dan sosial mereka selama ini. 

Pengalaman dan partisipasi perempuan dalam KTH di konteks Program 

Perhutanan Sosial juga menunjukkan bahwa program ini berkontribusi 

secara langsung maupun tidak langsung terhadap pemberdayaan 

perempuan. Seperti hasil studi Muchtar (2017) yang mencatat bahwa 

pemberdayaan perempuan membutuhkan lingkungan internal dan 

eksternal yang memampukan untuk mendorong kesadaran dan kapasitas 

perempuan akan pemberdayaan. Pengalaman perempuan di KTH 

di Kabupaten Garut dalam studi ini juga sejalan dengan kerangka 

pemberdayaan dari studi Muchtar (2017), yaitu 5Cs (capacity/ kapasitas; 

capability/ kapabilitas; confidence/ kepercayaan diri; choice/ pilihan; 

commitment/ komitmen) dan 4As (awareness/ kesadaran; achievement/ 
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capaian; acceptance/ penerimaan;  acknowledgement/ pengakuan). Hal ini 

dapat dilihat dari pengalaman personal, kesadaran, kemampuan, sumber 

daya, pilihan, kebersediaan, dan komitmen perempuan dalam bergabung 

dan berpartisipasi di KTH dan Program Perhutanan Sosial.

Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Eka Prasetiawaty, Ketua KTH 

Kamojang Hejo (Wawacara pada 3 November 2022) bahwa mayoritas 

anggota dalam kelompoknya cukup aktif  mengemukakan pendapat, baik 

dalam pertemuan kelompok, maupun saat berdiskusi dengan perwakilan 

dari pemerintah. Misalnya, ketika mengutarakan kebutuhan untuk 

bantuan pupuk maupun permintaan untuk mendapatkan harga komoditas 

hasil pengelolaan lahan hutan yang lebih menguntungkan.

Di sisi lain, temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa untuk KTH 

Griya Bukit Jaya, walaupun diketuai oleh perempuan, namun tingkat 

partisipasi perempuan dalam pengelolaan hutan masuk ke dalam kategori 

konsultatif. Hal ini mengacu pada partisipasi anggota perempuan yang 

hanya aktif  ketika momen-momen tertentu saja. Selain itu, dominasi laki-

laki dalam KTH Griya Bukit Jaya terlihat dalam forum-forum pertemuan. 

Hal ini sesuai dengan penjelasan Agarwal (2001) bahwa keunggulan 

atribusi pribadi, dalam konteks KTH Griya Bukit Jaya ini, adalah 

pengalaman laki-laki sebagai mandor di Perum Perhutani berpengaruh 

terhadap partisipasi dalam KTH.

Sedikit berbeda dengan LMDH Kramat Jaya, walaupun diketuai oleh laki-

laki, serta mayoritas pengurus dan anggota adalah laki-laki, perempuan 

memiliki spesialisasi pekerjaan dalam kelompok. Misalnya diberikan 

kesempatan untuk berbicara mengenai persoalan-persoalan yang dianggap 

ranah perempuan, seperti memanen kopi ataupun pemanfaatan hasil 

kopi. Selain itu, perempuan juga mendapatkan pelatihan-pelatihan yang 

dapat meningkatkan kapasitas, seperti pengalaman Refiyani Julianti yang 

mendapatkan pelatihan untuk menjadi barista hingga dipercaya untuk 

mengurus kedai kopi di wilayah Agrowisata. Untuk itu, jika mengacu 

pada tingkat partisipasi perempuan dalam pengelolaan hutan dari Agarwal 
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(2001), maka LMDH Kramat Jaya masuk dalam kategori partisipasi 

konsultatif. Berikut partisipasi perempuan dalam pengelolaan hutan di 

dua KTH dan satu LMDH. 

Tabel 3. Partisipasi Perempuan Dalam Pengelolaan Hutan Di KTH  
dan LMDH

Nama KTH/
LMDH

Tingkat Partisipasi 
Perempuan Keterangan 

KTH 
Kamojang 

Hejo

Partisipasi Interaktif 
(pemberdayaan)

Dipimpin oleh perempuan
Mayoritas pengurus dan anggota 
adalah perempuan 
Anggota perempuan terlibat secara 
aktif dan sukarela dalam proses 
musyawarah dalam kelompok.  

LMDH 
Kramat Jaya 

Partisipasi dalam 
Kegiatan Tertentu  

Dipimpin oleh laki-laki
Mayoritas pengurus dan anggota 
adalah laki-laki 
Anggota perempuan diberikan ruang 
khusus, baik dalam mengemukakan 
pendapat ataupun berpartisipasi dalam 
kegiatan tertentu

KTH Griya 
Bukit Jaya 

Partisipasi 
Konsultatif 

Dipimpin oleh perempuan 
Mayoritas pengurus dan anggota 
adalah laki-laki 
Partisipasi anggota perempuan masih 
minimal dalam forum KTH. 

J.  Penutup

Bagian penutup dalam penelitian ini terbagi pada dua sub bagian, 

yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Pada sub bagian kesimpulan akan 

menjabarkan tentang intisari hasil temuan penelitian ini. Sedangkan pada 

sub bagian rekomendasi akan memberikan rekomendasi kepada pihak-

pihak terkait berdasarkan temuan penelitian ini.
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J.1. 	 Kesimpulan 

Penelitian ini menemukan beberapa kesimpulan. Pertama, Program 

Perhutanan Sosial dinilai memiliki esensi yang baik, khususnya bagi 

perempuan. Dengan adanya Program Perhutanan Sosial, maka para 

petani hutan, mendapat kepastian hukum terkait lahan garapan. Dengan 

begitu, maka disinyalir dapat meningkatkan dari sisi ekonomi keluarga 

yang berdampak baik bagi perempuan. 

Meski demikian, Program Perhutanan Sosial masih memiliki sejumlah 

tantangan dalam proses implementasi, seperti permasalahan komunikasi, 

kordinasi, sinergi, kolaborasi multipihak, sosialisasi, perijinan, terbatasnya 

sumber daya, belum adanya kesamaan pemahaman dan pandangan 

mengenai tujuan dan pelaksanaan Program Perhutanan Sosial, serta 

adanya tantangan dalam prosedur pengajuan Surat Keputusan (SK) 

Perhutanan Sosial oleh KTH. 

Kedua, dengan adanya Program Perhutanan Sosial, maka para petani 

hutan bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan, seperti pelatihan mengelola 

komoditi ataupun edukasi terkait perawatan dan pelestarian hutan. Selain 

itu, Program Perhutanan Sosial yang digagas oleh KLHK juga memberikan 

akses bagi para petani yang tergabung dalam KTH untuk dapat bertemu 

langsung dengan aktor-aktor yang memiliki pengaruh dalam bidang 

pertanian dan kehutanan, seperti Presiden, KLHK, ataupun pebisnis 

swasta. Dengan memiliki akses kepada aktor-aktor tersebut, maka terbuka 

pula akses untuk mendapatkan bantuan seperti modal usaha, bibit, pupuk, 

maupun sarana dan prasarana.  

Ketiga, meski dinilai memiliki esensi yang baik, namun partisipasi 

perempuan dalam Program Perhutanan Sosial masih belum maksimal 

dan menemui sejumlah tantangan. Dari aspek regulasi misalnya, PUG 

belum diimplementasikan secara optimal. Selain itu, budaya patriarki juga 

masih menjadi persoalan yang berdampak pada rendahnya keterlibatan 

ataupun partisipasi perempuan dalam Program Perhutanan Sosial.
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Keempat, belum terlibatnya perempuan secara aktif  dalam Program 

Perhutanan Sosial dapat dilihat dari peran perempuan dalam pengelolaan 

hutan, di mana perempuan memiliki peran yang minimal dibandingkan 

dengan laki-laki. Hal ini dikarenakan persepsi sosial yang telah mengakar 

di masyarakat bahwa perempuan ditempatkan pada pekerjaan yang tidak 

mengeluarkan banyak tenaga. Dampaknya, jumlah perempuan yang 

aktif  di KTH, baik sebagai anggota maupun pengurus masih minimal. 

Padahal, jika perempuan diberikan kesempatan untuk menjadi anggota 

maupun pengurus, maka perempuan juga dapat memiliki kesempatan 

untuk berkontribusi serta berpartisipasi secara optimal dalam pengelolaan 

hutan. 

Kelima, tingkat partisipasi perempuan dalam KTH maupun LMDH 

bervariasi. Misalnya di KTH Kamojang Hejo, partisipasi bersifat interaktif 

karena dipimpin oleh perempuan, mayoritas pengurus dan anggotanya 

adalah perempuan, serta anggota perempuan yang sudah terlibat secara 

aktif  dan sukarela dalam forum-forum KTH. Selain itu, LMDH Kramat 

Jaya perempuan memiliki tingkat partisipasi dalam kegiatan tertentu. Hal 

ini dikarenakan jumlah perempuan yang masih minoritas, baik anggota 

maupun pengurus, serta perempuan hanya ditempatkan pada bagian 

tertentu. Sedangkan KTH Griya Bukit Jaya perempuan memiliki tingkat 

konsultatif. Walaupun diketuai oleh perempuan, mayoritas pengurus 

maupun anggota adalah laki-laki, sehingga partisipasi perempuan dalam 

kelompok dinilai masih rendah. 

J.2.	 Rekomendasi

Rekomendasi dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu 

aspek kebijakan dan aspek partisipasi perempuan dalam Program 

Perhutanan Sosial. Pada aspek kebijakan, terdapat beberapa rekomendasi. 

Pertama, mendorong KLHK untuk meningkatkan intensitas koordinasi 

dan komunikasi, sinergi untuk kolaborasi dan kerja sama di antara 

pemangku kebijakan Program Perhutanan Sosial di tingkat pusat dan 

daerah. Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi terkait Program 
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Perhutanan Sosial, serta mendorong optimalisasi PUG dalam Program 

Perhutanan Sosial. Misalnya dengan cara membentuk Pokja Percepatan 

Perhutanan Sosial di tingkat provinsi dan kabupaten. 

Langkah-langkah seperti penggalakan sosialisasi dan kepastian hukum 

terkait perizinan Perhutanan Sosial menjadi beberapa langkah penting untuk 

mendukung hal ini. Hal-hal ini perlu ditindaklanjuti secara sinergis oleh 

para pemangku kepentingan terkait, baik KLHK maupun Kementerian/

Lembaga terkait lainnya, serta Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, 

maupun instansi terkait lainnya, dalam rangka meningkatkan efektivitas 

dan relevansi, serta dampak positif  Program Perhutanan Sosial.

Kedua, KLHK sebagai leading sector perlu untuk membangun ekosistem 

lingkungan dan bisnis yang kondusif  dan inklusif, serta berkelanjutan dari 

hulu ke hilir. Pembinaan berkelanjutan kepada kelompok-kelompok tani 

hutan perlu digalakkan untuk mendukung perkembangan kegiatan KTH 

dan usaha terkait Perhutanan Sosial. Untuk itu, KLHK perlu bekerja 

sama dengan beragam pihak, seperti akademisi, organisasi masyarakat 

sipil, termasuk organisasi masyarakat sipil yang fokus pada pemberdayaan 

perempuan, hingga perusahaan swasta. Dengan demikian, maka petani 

hutan dan KTH dapat meningkatkan kapasitas secara individu maupun 

lembaga lewat asvokasi berbasis riset yang dilakukan masyarakat sipil; 

mendapatkan akses permodalan berupa modal usaha, bibit, pupuk, 

maupun sarana dan prasarana. 

Ketiga, KLHK perlu untuk menyederhanakan birokrasi dalam pemberian 

SK Perhutanan Sosial, terutama dengan menerapkan prinsip-prinsip 

kesetaraan gender dan inklusi, serta kemudahan ijin dan berusaha yang 

secara makro akan turut mendorong keberlanjutan kegiatan terkait dengan 

KTH dan Perhutanan Sosial. Lebih lanjut, KLHK juga perlu membuat 

dan memperbaiki basis data terkait KTH beserta data keanggotaan yang 

terpilah gender dan dengan data terkini.

Keempat, mendorong inisiatif  dari para pemangku kebijakan untuk proaktif 

dalam pelaksanaan Program Perhutanan Sosial dalam pengelolaan usaha 
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berbasis sumber daya hutan dalam wadah Koperasi, BUMDes, atau unit 

usaha lainnya. Selain itu, KLHK sebagai leading sector beserta pemangku 

kebijakan lainnya, terutama di tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten/

kota, untuk lebih gencar mensosialisasikan serta memfasilitasi Program 

Perhutanan Sosial dan keterlibatan perempuan dalam pengelolaan 

pemanfaatan hutan. Untuk itu, keterlibatan kelompok masyarakat sipil 

diperlukan dalam rangka memperkuat Program Perhutanan Sosial. 

Pada aspek partisipasi perempuan dalam Program Perhutanan Sosial, 

terdapat beberapa rekomendasi. Pertama, mendorong KTH melibatkan 

perempuan secara lebih bermakna dalam forum-forum maupun kegiatan 

kelompok. Kedua, KTH  perlu memberikan kesempatan bagi perempuan 

menjadi pemimpin dan pengurus kelompok. Ketiga, mendorong adanya 

perspektif  gender pada pendamping, pengurus dan anggota KTH, para 

petani hutan, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota), serta 

Kementerian/ Lembaga terkait lainnya. Misalnya, lewat pelatihan dan 

advokasi tentang perspedtif  gender yang dilakukan berkolaborasi dengan 

masyarakat sipil (lembaga penelitian dan LSM di isu gender). Keempat, 

mendorong Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat serta Cabang Dinas 

Kehutanan (CDK) Wilayah V Kabupaten Garut untuk membuat KTH 

khusus perempuan. Selain itu, penting bagi Dinas Kehutanan Provinsi 

Jawa Barat ataupun CDK untuk ikut mendorong kepemimpinan 

perempuan dalam KTH. Kelima, mendorong pemerintah dan pihak 

terkait lainnya terlibat aktif  dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, 

akses permodalan, produktivitas hasil hutan, dan kapasitas petani hutan, 

terlebih terhadap petani perempuan yang mengelola hutan. 



Referensi

47

Referensi

Buku
Ciesielska, M., Bostrom, K. W., & Ohlander, M. 2018. Observation 

Methods. In M. Ciesielska, & D. Jemielniak, Qualitative Methodologies 
in Organization Studies (pp. 33-52). London: Palgrave Macmillan 
Cham.

Cresswell, J. W. 2014. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed 
MethodsApproaches (4th ed.). Thousand Oaks – California: SAGE 
Publication Incorporations.

Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington: John 
Hopkins University.

Internet 
Situmorang, R. O. 2015. Isu-Isu Gender dalam Pengelolaan Hutan dan Lahan. 

Studi Kasus Peran Isu-Isu Gender Pada Masyarakat Batak di Sub Das 
Arun, Kabupaten Samosir. Diakses dari https://bit.ly/3LNJmjD.

Travis, D. (2016, January 4). Desk Research: The What, Why, and How. diakses 
pada 20 September, 2022, dari Userfocus: https://www.userfocus.
co.uk/articles/desk-research-the-what-why-and-how.html.

Jurnal dan Laporan 
Agarwal, Bina. 2001. “Participatory Exclusions, Community Forestry, and 

Gender: An Analysis for South Asia and a Conceptual Framework”. 
Dalam Jurnal World Development 29 (10).

Bridges, J., Gray, W., Box, G., & Machin, S. 2008. “Discovery Interviews: 
A Mechanism for User Involvement”. Dalam International Journal of 
Older People Nursing, 3(3), 206-210.

Desmiwati. 2016. “Quo Vadis Pengarusutamaan Gender (PUG) 
Dalam Kebijakan Publik di Sektor Kehutanan: Kasus Program 
Perhutanan Sosial di Indonesia”. Dalam Jurnal Penelitian Ekosistem 
DIPTEROKARPA Volume 2 Nomor 2. 



Referensi

48

Firmansyah, Erlan. 2013. “Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat 
(PHBM) Di Kawasan Hutan Lindung Desa Mandalamekar 
Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya”. Dalam Jurnal 
Antologi Pendidikan Geografi, Volume 1, Nomor 1. 

Hartono, Ernawati Eko & Khulfi Muhammad Khalwani. 2022. “Inovasi 
dan Tantangan Pengarusutamaan Gender di Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia”. Dalam 
Jurnal Perempuan, Volume 27 Nomor 1. 

Hollway, W., & Jefferson, T. (1997). “Eliciting Narrative through the In-
Depth Interview”. Qualitative Inquiry, 3(1), 53-70.

Manalu, Abby Gina Boang. “Perempuan dan Perhutanan Sosial”. Dalam 
Jurnal Perempuan, Volume 27 Nomor 1.

Manalu, Abby Gina Boang, Nur Iman Subono, & Retno Daru Dewi 
G.S. Putri. 2020. “Partisipasi Perempuan dalam Perhutanan Sosial: 
Studi Kasus di Lima Provinsi”. Dalam Jurnal Perempuan, Volume 27 
Nomor 1. 

Muchtar, Adinda Tenriangke. 2017. “Understanding the Influence of 
Development Interventions on Women Beneficiaries’ Perceptions of 
Empowerment”. Dissertation. New Zealand: Victoria University of 
Wellington. 

Probosiwi, Ratih. 2015. “Perempuan dan Perannya dalam Pembangunan 
Kesejahteraan Sosial”. Dalam Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara, 
Volume 3 Nomor 1.

Shamir, M. M., Neimeyer, R. A., & Prelorentzos, S. P. (2019). “Designing 
In-Depth Semi-Structured Interviews for Revealing Meaning 
Reconstruction After Loss”. Death Studies, 1-8.

Tanjung, Nala Sari, Dwi Sadono, Cahyono Tri Wibowo. 2017. “Tingkat 
Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Nagari di Sumatera 
Barat”. Dalam Jurnal Penyuluhan, Maret 2017 Vol. 13 No. 1.

Taroniarta Sukma & Nurul Huda Yahya. 2022.“Perempuan Pejuang Sutra 
di Kabupaten Wajo: Aktor Tunggal dan Tantangan Akses Program 
Perhutanan Sosial”. Dalam Jurnal Perempuan, Volume 27 Nomor 1.



Referensi

49

Wawancara 
Acep Hamdan, Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V Provinsi 

Jawa Barat, pada 3 November 2022.

Airohayati, Anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Kamojang Hejo, pada 
3 November 2022.

Azkar Wicaksana, Analis Ahli Madya, Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, pada 4 Januari 2023.

Bagus Rachman, Asisten Deputi Pembaharuan Koperasi, Kementerian 
Koperasi dan UKM, pada 28 Oktober 2022.

Beni Yoga, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut, pada 3 November 
2022.

Catur Endah, Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (PUPS), 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada 31 
Oktober 2022.

Chairuddin Ambong, Pendamping Program Perhutanan Sosial dan 
Pengurus Pusat Yayasan Almisbat, pada 8 November 2022.

Eka Prasetiawaty, Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Kamojang Hejo, 
pada 3 November 2022.

Eko Novi Ariyanti, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender, Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa), 
pada 6 Februari 2023. 

Gloria Merry Karolina Ginting, Kasubdit Perluasan dan Perlindungan 
Lahan, Kementerian Pertanian, pada 30 November 2022.

Hendah, Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Griya Bukit Jaya, pada 2 
November 2022.

Jajang Ridwan, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Lembaga 
Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Kramatjaya, pada 1 November 
2022.

Nisa Wargadipura, Forum Pendamping Perhutanan Sosial Kabupaten 
Garut/ Pesantren Ekologi Ath-Thaariq, pada 1 November 2022.

Nur Amalia, Anggota Tim Penggerak Percepatan Persetujuan Perhutanan 
Sosial (TP3PS), pada 14 November 2022.



Referensi

50

Nur Iman Subono, Akademisi Universitas Indonesia, pada 7 November 
2022.

Refiani Julianti, Anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) 
Kramatjaya, pada 2 November 2022.

Suhartono, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut, pada 31 
Oktober 2022.

Wawan Nurdin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten 
Garut, pada 1 November 2022.

Yayan, Forum Pendamping Mandiri Perhutanan Sosial Kabupaten Garut, 
pada 1 November 2022.

Yuyun Yuningsih, Anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Griya Bukit 
Jaya, pada 2 November 2022.



Profil The Indonesian Institute

51

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik 
(Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 
2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII 
merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang 
sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-
yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk 
masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan 
sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki 
kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata 
kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses 
kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi 
hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi 
beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata 
kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, 
independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian 
kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil 
dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-
masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata 
lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi 
kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif  dalam proses 
itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan 
oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan 
utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara 
lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan 
dan kelompok kerja (working group), diskusi publik, pendidikan publik, 
penulisan editorial mingguan (Wacana), Instagram Live Series dan Space 
Twitter (Policy Talks dan Initiative!), penerbitan kajian bulanan (Update 
Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam 
Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (Policy Assessment), laporan 
tahunan (Indonesia Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian 
Forum).
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PROGRAM RISET

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai 
pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu 
fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat 
pemerintah kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan 
kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih 
lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah 
untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. 
Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus 
dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu kebijakan moneter 
dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan berkelanjutan 
dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip kebebasan 
ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank Indonesia terkait 
moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik inflasi maupun nilai 
tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada pembahasan APBN 
dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah maupun di perkotaan. 
Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian TII terletak pada 
produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur, dan ketimpangan 
pembangunan. Selain itu, fokus TII juga berpegang kepada prinsip 
kebebasan ekonomi dengan menekankan pentingnya kebebasan individu 
dan keterlibatan pihak swasta dalam meningkatkan pembangunan dan 
kesejahteraan di Indonesia. 

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh 
perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan 
untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga 
donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII 
tawarkan adalah (1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek 
Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah 
(Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah 
harus dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana 
ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
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Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif  sangat 
dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah naskah akademik yang  
berkualitas. Hal ini penting untuk mewujudkan peraturan daerah yang 
kuat dari segi akademik, dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, 
naskah akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini, terhadap 
kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan peraturan lainnya, 
sehingga pembatalan peraturan daerah atau permasalahan yang mungkin 
saja dapat ditimbulkan baik dari segi hukum, ekonomi maupun politis di 
kemudian hari, dapat diminimalisir sesegera mungkin. 

Salah satu program riset di bidang hukum TII tawarkan, antara lain, 
penelitian yuridis normatif  terhadap penyusunan naskah akademik, legal 
opinion terhadap harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-
undangan, dan legislative drafting terhadap pembentukan draf  ranperda 
atau atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, TII juga 
menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas permasalahan 
hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Isu 
Hak Asasi Manusia, serta Korupsi Politik. 

RISET BIDANG POLITIK

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai regulasi tentang 
Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia mendorong relasi Pemerintah 
Pusat dan Daerah ke dalam babak yang berbeda dari sebelumnya. 
Memasuki era Reformasi Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk 
Pemerintah Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola 
pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah juga dituntut 
untuk adaptif  dan responsif  terhadap kebutuhan dan pelayanan kepada 
masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi 
Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menganalisis isu kebijakan publik 
yang berkembang. Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor 
politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat 
dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses kebijakan.

Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang politik TII 
menawarkan kajian kebijakan (policy assessment). Adapun aspek-aspek 
kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, 
hukum, dan politik. Penelitian yang TII tawarkan berguna untuk 
mendorong kebijakan pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, 
dan aspirasi masyarakat. TII juga menawarkan beragam terobosan 
kebijakan transformatif  sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya 
dan penerapan prinsip-prinsip Open Government dan Good Government, 
serta open data pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam 
upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan informasi publik.
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Divisi Riset Bidang Politik TII menyediakan analisis dan rekomendasi 
kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat 
demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik 
di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang TII tawarkan 
adalah: (1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping 
& Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang 
berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial 
merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, 
Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga 
Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-
bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan terhadap 
berbagai isu strategis yang sedang berkembang dan identifikasi aktor yang 
tepat untuk mendorong adanya perubahan yang signifikan, dalam konteks 
pembangunan, kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi 
yang kuat dan valid untuk mendorong pemerintah menghasilkan kebijakan 
yang strategis, relevan, efisien dan efektif, serta berdampak dalam 
mengentaskan berbagai isu yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait 
dengan pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, 
anak, dan lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh 
TII adalah (1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) 
Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program 
Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.

SURVEI BIDANG POLITIK

SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah 
survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari 
pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada, yaitu: (1) 
baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, 
dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya; (2) survei 
merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk 
mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil 
Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut 
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peluang kandidat; (3) sangat penting untuk meraih kemenangan dalam 
Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan 
dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu 
maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan 
politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) 
memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan 
pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif  digunakan 
sebagai vote getter; serta (4) mengetahui medium yang paling efektif  untuk 
kampanye.

EVALUASI KEGIATAN

EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman TII adalah evaluasi 
kualitatif  terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan 
evaluasi yang TII tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga 
periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi 
adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program. 

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis 
tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan 
rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, 
evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis 
keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama 
diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir 
periode proyek atau program.

DISKUSI PUBLIK

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-
masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, 
pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini 
sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, 
dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat 
civil society, akademisi, dan media.
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Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang 
tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang isu-isu hukum, 
ekonomi dan pembangunan, partai politik, pemilu dan pilkada, partisipasi 
masyarakat, literasi digital dan demokrasi digital, isu-isu gender, 
pendidikan, kemiskinan, pemberdayaan, dan beragam isu kebijakan 
publik lainnya.  Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan 
realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada 
saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu 
peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga 
menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian 
Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi 
yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasan 
forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan 
dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar 
mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara 
berkala TII memberikan policy brief  (rekomendasi kebijakan) kepada para 
pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para 
peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya 
di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam 
ruang kering tanpa solusi.

FASILITASI & ADVOKASI

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan 
diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program 
penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD 
sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif  daerah, serta untuk 
mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, 
demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota 
DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam 
memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik 
legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian, 
pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.
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Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul  baik 
sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun 
yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The 
Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk 
mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang 
baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku 
kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini 
menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi 
forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, 
lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa 
program fasilitasi kelompok kerja (working group) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam 
rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang 
dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk 
juga bersinergi dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor)



Profil Penulis 

58

PROFIL PENULIS 

Adinda Tenriangke Muchtar - Direktur Eksekutif 

Adinda Tenriangke Muchtar adalah Direktur 
Eksekutif The Indonesian Institute, Center for 
Public Policy Research (TII). Adinda juga adalah 
Analis Politik dan Kebijakan Publik (Demokrasi 
dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) di 
TII. Fokus kajiannya adalah tata pemerintahan 
(good governance), khususnya yang berkaitan 
pembangunan, pemberdayaan perempuan, dan 
bantuan pembangunan internasional. Adinda 
menyelesaikan studi PhD Studi Pembangunan 
di Victoria University of Wellington, Selandia 

Baru pada tahun 2017 dengan beasiswa dari New Zealand Aid. 

Sebelumnya, ia mendapatkan Master of  International Studies dari The 
University of  Sydney (2003) dengan beasiswa dari Australian Development 
Scholarships (ADS) AusAID  dan gelar Sarjana Sosial dari Departemen 
Hubungan Internasional FISIP UI tahun 2001. Adinda adalah The First 
Indonesian Sumitro Fellow tahun 2007 dengan topik kajian tentang Peran 
NGO Amerika dalam mendorong demokratisasi dan reformasi tata 
pemerintahan di Indonesia. 

Arfianto Purbolaksono - Manajer Riset dan Program 

Arfianto Purbolaksono (Anto), adalah 
Manajer Riset dan Program The Indonesian 
Institute, Center for Public Policy Research 
(TII). Anto mendapatkan gelar Magister 
Ilmu Politik di Univesitas Indonesia pada 
bulan Februari tahun 2020. Sebelumnya, 
ia mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik 
dari Universitas Jenderal Soedirman. 
Anto memiliki minat pada isu-isu tentang 
demokrasi, pertahanan, HAM, dan digital 
politics. 



Profil Penulis 

59

Ahmad Hidayah – Peneliti Bidang Politik 

Ahmad Hidayah (Ahmad) adalah Peneliti 
Bidang Politik The Indonesian Institute. 
Ahmad memperoleh gelar sarjana di Univesitas 
Islam Negeri (UIN) Syarif  Hidayatullah, 
Jakarta pada tahun 2014 di jurusan Ilmu 
Politik. Ahmad melanjutkan studi Magister 
Ilmu Politik dengan konsentrasi perempuan 
dan politik di Universitas Indonesia (UI) pada 
tahun 2017 dan lulus pada tahun 2020.

Judul penelitian tesis Ahmad adalah 
“Perbandingan Seleksi Kandidat Perempuan Partai Nasdem di Indonesia 
Tahun 2014 dengan Partai Unidos Podemos di Spanyol Tahun 2016”. 
Dengan judul yang sama, penelitian Ahmad diterbitkan melalui prosiding 
internasional dalam Third International Conference on Sustainable 
Innovation 2019 yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY). Sesuai dengan penelitiannya di UI, ahmad tertarik 
dengan isu-isu partai politik, serta perempuan dan politik. 

Nisaaul Muthiah - Peneliti Bidang Sosial  

Nisaaul Muthiah (Nisa) adalah Peneliti 
Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center 
for Public Policy Research (TII) sejak bulan 
Februari 2021 hingga Februari 2023. Nisa 
merupakan alumni Departemen Sosiologi, 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan 
lulus dari jurusannya pada 2018. Sebelum 
bergabung dengan The Indonesian Institute, 
Nisa juga sempat bekerja sebagai asisten 
peneliti di beberapa lembaga. Nisa pernah 
melakukan penelitian bertemakan kognisi 

anak yang berjudul “Asosiasi antara Karakteristik Anak, Status Sosial 
Ekonomi Keluarga dan Kognisi Anak di Indonesia: Analisis Data Sekunder 
Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (SAKERTI-5)”. 
Fokus kajian Nisa adalah soal pendidikan, kemiskinan, kesehatan publik, 
gender dan budaya. 
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Sejak tahun 2016, Pemerintah telah mengeluarkan Program Perhutanan Sosial 
yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(Permen LHK) Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, yang 
menargetkan keterlibatan masyarakat sekitar hutan dan masyarakat adat 
untuk terlibat dalam akses dan pengelolaan hutan.  Namun, dari berbagai 
penelitian yang telah dilakukan, memperlihatkan bahwa Program Perhutanan 
Sosial masih belum selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 9 tentang 
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Untuk itulah,  
Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016 direvisi menjadi Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 9 Tahun 2021 tentang 
Perhutanan Sosial. Melalui peraturan tersebut, terdapat beberapa pasal yang lebih 
mengedepankan aspek kesetaraan gender. 

Penelitian ini dilakukan The Indonesian Institute, Center for Public Policy 
Research (TII), bekerja sama dengan Yayasan Almisbat, untuk mengkaji 
implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan partisipasi perempuan 
dalam Program Perhutanan Sosial. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian 
di Kabupaten Garut, Jawa Barat Indonesia. Penelitian ini didukung oleh 
Pemerintah Australia melalui Skema Hibah Alumni (Alumni Grant Scheme), yang 
diadministrasikan oleh Australia Awards in Indonesia. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk melihat sejauh mana perempuan berpartisipasi dalam Program 
Perhutanan Sosial, khususnya dalam kepengurusan di kelompok tani hutan 
(KTH) Perhutanan Sosial di Kabupaten Garut, Jawa Barat. 

Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi persoalan partisipasi perempuan 
pada Program Perhutanan Sosial. Dengan melihat hambatan dan tantangan 
yang dihadapi perempuan, maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan 
rekomendasi yang mendorong terciptanya ekosistem yang mendukung untuk 
peningkatan partisipasi aktif  perempuan dalam Program Perhutanan Sosial, 
terutama terkait dengan kepengurusan dalam KTH pada Program Perhutanan 
Sosial. TII juga menganalisis hal ini dari aspek kebijakan yang ada terkait 
Perhutanan Sosial dan dikaitkan dengan PUG. Dengan begitu, penelitian ini 
juga menganalisis tentang implementasi PUG dalam Program Perhutanan Sosial 
dan memberikan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan efektivitas PUG 
dalam Program Perhutanan Sosial, sehingga Program Perhutanan Sosial dapat 
lebih inklusif  dan terbuka, terutama dalam konteks kelompok tani hutan pada 
Program Perhutanan Sosial. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 
kajian akademis maupun rekomendasi kebijakan yang praktis tentang partisipasi 
perempuan dalam Program Perhutanan Sosial, khususnya dalam konteks 
Indonesia, dan dalam hal ini, di KTH pada Program Perhutanan Sosial di 
Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. 
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